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ABSTRAK 
Irsan Ismail (B111 10 293), Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah 
Pertanian antara Penerima Gadai dengan Pemberi Gadai di 
Kabupaten Sidenreng Rappang dibimbing oleh Anwar Borahima dan 
Sri Susyanti Nur. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak usaha bagi hasil 
antara penerima gadai dengan pemberi gadai yang lahir di atas tanah 
gadai di Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui 
kedudukan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara penerima gadai 
dengan pemberi gadai atas tanah gadai yang lebih dari tujuh tahun di 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan di mana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap responden dengan 
menggunakan teknik purposive sampling sebagai teknik pengambilan 
sampel. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian studi dokumen 
melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. 
Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan 
dipaparkan secara deskriptif. 
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1. 
Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai yang dilakukan penerima 
gadai dengan pemberi gadai merupakan dua bentuk transaksi yang 
berbeda yang dilakukan atas tanah pertanian. Transaksi awal yang 
dilakukan adalah gadai tanah yang memberikan penerima gadai hak untuk 
mengerjakan tanah tersebut termasuk melakukan usaha bagi hasil. 
Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai yang dilakukan sama 
dengan pelaksanaan usaha bagi hasil pada umumnya, yaitu biaya pupuk, 
racun hama, dan panen akan ditanggung oleh kedua pihak, sedangkan 
sisanya ditanggung oleh pemberi gadai. Usaha bagi hasil berakhir jika 
pemberi gadai telah menebus tanah gadai. Dengan ditebusnya tanah 
gadai, maka hak penerima gadai atas tanah tersebut sudah tidak ada 
termasuk melakukan usaha bagi hasil. 2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat 
(1) UU No. 56 Prp Thn. 1960 yang mewajibkan penerima gadai 
mengembalikan tanah gadai kepada pemberi gadai di Kab. Sidrap jarang 
dilaksanakan. Selain karena kurangnya masyarakat yang mengetahui 
ketentuan tersebut, juga dikarenakan harga tanah gadai yang tinggi dan 
pelaksanaan gadai tanah yang bersifat kekeluargaan dan tolong 
menolong. Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai juga 
memungkinkan penerima gadai dalam tujuh tahun tidak mendapatkan 
bunga yang layak. Oleh karena itu, ketentuan tersebut hampir tidak 
pernah dipermasalahkan dalam pelaksanaan gadai tanah, sehingga 
usaha bagi hasil tetap dilaksanakan dan memungkinkan berlangsung lebih 
dari tujuh tahun. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sebagian petani saat ini masih menjadikan gadai tanah sebagai 
salah satu bentuk solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang 
mendesak. Pelaksanaan gadai tanah tersebut pada mulanya dilakukan 
berdasarkan asas tolong-menolong dan kekeluargaan. Kebutuhan pemilik 
tanah untuk mendapatkan uang ditutupi oleh penerima gadai dengan 
maksud untuk mendapatkan hak gadai atas tanah milik pemberi gadai. 
Gadai tanah atau jual gadai adalah salah satu bentuk transaksi 
atas tanah. Sebagai transaksi tanah, gadai tanah disebut sebagai 
penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan, bahwa 
yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu 
dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya.1 Hak menguasai dan 
memanfaatkan tanah dalam pelaksanaan gadai tanah beralih kepada 
pemegang gadai selama tanah tersebut belum ditebus oleh pemberi 
gadai. 
Gadai tanah merupakan kebiasaan yang telah lama ada dan diatur 
oleh hukum adat. Gadai tanah dalam hukum adat merupakan salah satu 
bentuk transaksi atas tanah yang dilakukan oleh dua pihak. Dalam 
transaksi gadai tanah, pemegang gadai mempunyai hak untuk menikmati 
tanah gadai dengan batasan bahwa pemegang gadai tidak berhak untuk 
                                                          
1 Soerojo Wignjodipoero. 1995. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: PT 
Joko Gunung Agung. Hlm. 207. 
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menjual lepas tanah tersebut kepada pihak lain. Pemegang gadai juga 
tidak berhak menagih pemberi gadai untuk menebus tanahnya. Ketika 
pemegang gadai memerlukan uang, maka pemegang gadai diberikan hak 
untuk memindahkan gadai atau menganak gadaikan. 
  Selain jual gadai (gadai tanah), transaksi atas tanah juga terdiri 
dari jual lepas, dan jual tahunan. Dalam hukum adat, dikenal pula 
transaksi yang ada hubungannya dengan tanah. Transaksi ini objeknya 
bukan tanah, tetapi hanya mempunyai hubungan dengan tanah. Transaksi 
tersebut terdiri dari memperduai (bagi hasil), sewa, tanggungan, dan 
numpang.2 
Beberapa transaksi hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
diberikan hak-hak yang bersifat sementara, hak tersebut terdiri dari hak 
gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah 
pertanian.3 
Selain gadai tanah, usaha bagi hasil juga merupakan hak yang 
bersifat sementara yang masih diakui dalam masyarakat. Menurut hukum 
adat, usaha bagi hasil termasuk dalam transaksi menyangkut tanah. 
Usaha bagi hasil pada dasarnya terjadi karena pemilik tanah tidak dapat 
mengerjakan sendiri tanah miliknya, tetapi pemilik tanah ingin 
mendapatkan hasil dari tanah tersebut, sehingga pemilik tanah 
                                                          
2 Ibid., Hlm 211-214. 
3 Lihat Pasal 53 ayat (1) UUPA. 
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memperkenankan orang lain untuk mengerjakan tanahnya dalam bentuk 
perjanjian bagi hasil.4 
Perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU No. 2 Thn. 1960). Pengertian 
perjanjian bagi hasil yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf c UU No. 2 Thn. 
1960 menyebutkan bahwa terdapat dua pihak dalam perjanjian bagi hasil 
yaitu penggarap dan pemilk tanah. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi 
hasil tidak hanya terbatas pada pemegang hak milik atas tanah, namun 
juga untuk pemegang hak gadai ataupun hak atas tanah lainnya.5  
Gadai dapat dibebani dengan hak-hak tanah yang lain. Pemegang 
gadai berwenang untuk menyewakan atau membagihasilkan tanahnya 
kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa pihak ketiga, tetapi bisa juga pemilik 
tanah sendiri.6 Perjanjian bagi hasil atas tanah gadai yang dilakukan 
pemegang gadai dengan pemberi gadai dapat dilakukan karena adanya 
perjanjian gadai sebelumnya. Sebagai salah satu bentuk jual, maka 
pelaksanaan jual gadai memberikan hak kepada penerima gadai untuk 
dapat berbuat bebas seperti mengusahakan tanah gadai. Oleh karena 
gadai ini adalah bentuk jual, maka pemegang gadai dapat mengalihkan 
hak atas tanah, termasuk mempunyai hak untuk melakukan perjanjian 
bagi hasil.  
                                                          
4 Liliek Istiqomah. 1982. Hak Gadai Atas Tanah: Sesudah Berlakunya Hukum Agraria 
Nasional. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm. 37. 
5 Lihat Penjelasan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 
Perjanjian Bagi Hasil. 
6 Urip Santoso. 2010. Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana. 
Hlm. 133. 
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Usaha bagi hasil atas tanah gadai dapat terjadi karena orang yang 
menguasai tanah tidak mampu untuk mengusahakan sendiri tanah yang 
dimilikinya, termasuk pemegang gadai yang tidak mampu menggarap 
sendiri tanah yang dikuasai dengan hak gadai. Agar pemegang gadai bisa 
mendapatkan hasil dari tanah gadai, maka pemegang gadai biasanya 
membagihasilkan tanah gadainya kepada orang lain maupun dengan 
pemberi gadai itu sendiri. Pelaksanaan usaha bagi hasil tersebut dapat 
menguntungkan kedua pihak. Selain pemberi gadai yang tetap 
mengusahakan tanahnya, juga penerima gadai dapat mempunyai hak 
gadai walaupun tidak mampu bercocok tanam. 
Dalam pelaksanaan bagi hasil atas tanah gadai yang dilakukan 
penerima gadai dengan pemberi gadai, tanah yang sebelumnya 
dibebankan hak gadai tetap berada dalam penguasaan pemberi gadai. 
Penguasaan tanah yang tetap berada pada pemberi gadai dimaksudkan 
bahwa pemberi gadai tetap mengerjakan tanah tersebut tapi hasil 
panennya dibagi dengan pemegang gadai. Pemberi gadai dalam hal ini 
mempunyai dua kewajiban yaitu membayar utang dan memberikan 
sebagian hasil panen sesuai dengan perjanjian bagi hasil. 
Usaha bagi hasil atas tanah gadai sangat bergantung pada 
perjanjian gadai tanah sebelumnya. Usaha bagi hasil yang dilakukan 
penerima gadai dengan pemberi gadai berakhir jika perjanjian gadai tanah 
berakhir. Berbeda dengan perjanjian bagi hasil pada umumnya yang 
berlangsung sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, perjanjian bagi hasil 
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atas tanah gadai hanya dapat berlangsung selama hak gadai yang dimiliki 
penerima gadai masih ada. Waktu yang diperjanjikan dalam pelaksanaan 
perjanjian bagi hasil atas tanah gadai adalah jangka waktu berakhirnya 
hak gadai atau waktu yang diberikan pemberi gadai untuk menebus 
tanahnya. 
Pada mulanya, hak gadai hanya dapat berakhir ketika dilakukan 
penebusan oleh pemilik tanah. Namun setelah adanya Undang-Undang 
Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU 
No. 56 Prp Thn 1960), maka hak gadai berakhir dengan sendirinya 
setelah melebihi tujuh tahun. 
Penghapusan hak gadai setelah tujuh tahun merupakan bentuk 
upaya pemerintah untuk menghilangkan sifat pemerasan dalam gadai 
tanah. Ketentuan ini diasumsikan bahwa pemegang gadai yang 
menggarap tanah pertanian selama tujuh tahun atau lebih, maka hasilnya 
melebihi uang gadai yang diberikan kepada pemilik tanah pertanian.7 
Untuk tanah gadai yang belum sampai tujuh tahun, maka penebusannya 
harus dihitung menurut rumus:8 
 
Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 56 Prp Thn. 1960 
merupakan ketentuan yang mengatur tentang gadai tanah pada 
umumnya, termasuk pula pelaksanaan usaha bagi hasil yang dilakukan 
                                                          
7 Urip Santoso. Op. Cit., Hal. 135. 
8 Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang 
Penetapan Luas Tanah Pertanian. 
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atas tanah gadai. Oleh karena perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan 
atas tanah gadai, maka pelaksanaan usaha bagi hasil tersebut juga harus 
tunduk pada peraturan yang mengatur tentang gadai tanah seperti dalam 
Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 56 Prp Thn. 1960.   
Pelaksanaan usaha bagi hasil yang dilakukan pemegang gadai 
dengan pemberi gadai terdapat dalam masyarakat Kabupaten Sidenreng 
Rappang (Sidrap). Usaha bagi hasil atas tanah gadai yang dilakukan 
merupakan kebiasaan yang telah lama ada. Pelaksanaan usaha bagi hasil 
tersebut sampai sekarang masih dilakukan sesuai dengan apa yang 
menjadi kebiasaan masyarakat Kab. Sidrap. 
Perjanjian bagi hasil yang dilakukan atas tanah gadai di Kab. 
Sidrap biasanya diperjanjikan bersama-sama dengan perjanjian gadai 
tanah. Keberadaan perjanjian bagi hasil terkadang dimintai oleh pemilik 
tanah karena ingin tetap mengerjakan tanahnya dan juga terkadang 
dimintai oleh pemegang gadai karena tidak dapat mengerjakan tanah 
tersebut. 
Perjanjian gadai tanah maupun usaha bagi hasil di Kab. Sidrap 
terkadang dilakukan dalam bentuk tidak tertulis. Perjanjian tersebut juga 
terkadang tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa. Padahal dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gadai tanah 
(Pasal 7 UU No. 56 Prp Thn 1960 dan Pasal 19 PP No. 10 Thn 1961) dan 
usaha bagi hasil (UU No. 2 Thn. 1960) mengharuskan agar perjanjian 
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gadai tanah dan usaha bagi hasil dilakukan secara tertulis dan didaftarkan 
di hadapan Kepala Desa. 
Data awal yang diperoleh penulis di Kab. Sidrap mendapatkan hasil 
bahwa pelaksanaan usaha bagi hasil maupun gadai tanah menurut 
kebiasaan di Kab. Sidrap terkadang menyimpang dari hukum agraria 
nasional. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi yaitu pada 
penebusan tanah gadai dan pelepasan hak gadai setelah tujuh tahun. Dari 
data awal tersebut, penebusan tanah gadai di Kab. Sidrap terkadang tidak 
mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Thn 
1960. Ketentuan tersebut mengharuskan agar penebusan tanah gadai 
mengikuti rumus yang telah ditentukan. Namun di Kab. Sidrap, pemberi 
gadai tetap wajib menebus tanahnya sesuai dengan jumlah uang gadai 
tanah. 
Pelepasan hak gadai setelah tujuh tahun seperti dalam Pasal 7 
ayat (1) UU No. 56 Prp Thn 1960 jarang diketahui oleh masyarakat Kab. 
Sidrap. Hal ini berdampak pada pelaksanaannya yang juga jarang 
dilakukan. Di Kab. Sidrap, gadai tanah masih tetap dilakukan walaupun 
lebih dari tujuh tahun. Begitu pula pada gadai tanah yang dibebankan 
usaha bagi hasil antara penerima gadai dengan pemberi gadai. 
Pelepasan hak gadai menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn 
1960 yaitu bahwa pemegang gadai harus mengembalikan tanah gadai 
kepada pemberi gadai tanpa adanya uang tebusan. Namun untuk 
pelaksanaan gadai tanah yang dibebankan usaha bagi hasil antara 
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penerima gadai dengan pemberi gadai, penguasaan tanah gadai pada 
mulanya tetap dikuasai secara fisik oleh pemberi gadai, sehingga ketika 
pelaksanaan gadai tanah lebih dari tujuh tahun, maka tidak lagi dilakukan 
pengembalian karena tanah telah dikuasai pemberi gadai. 
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn 1960 yang bersifat 
memaksa mengakibatkan hak gadai yang dimiliki oleh pemegang gadai 
hapus ketika lebih dari tujuh tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut maka 
hak penerima gadai atas tanah gadai yang telah lebih dari tujuh tahun 
sudah tidak ada. Sehingga pada pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah 
gadai, penerima gadai sudah tidak mempunyai hak sebagai pihak dalam 
pelaksanaan bagi hasil. 
Permasalahan yang ada di Kab. Sidrap tentang pelaksanaan 
perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan pemberi gadai 
dengan penerima gadai telah mendasari penulis untuk meneliti 
permasalahan tersebut sebagaimana yang telah ditulis dalam rumusan 
masalah.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan usaha bagi hasil antara penerima gadai 
dengan pemberi gadai yang lahir di atas tanah gadai di Kabupaten 
Sidenreng Rappang? 
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2. Bagaimanakah kedudukan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara 
penerima gadai dengan pemberi gadai atas tanah gadai yang lebih 
dari tujuh tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan usaha bagi hasil antara penerima 
gadai dengan pemberi gadai yang lahir di atas tanah gadai di 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 
2. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian bagi hasil yang dilakukan 
antara penerima gadai dengan pemberi gadai atas tanah gadai yang 
lebih dari tujuh tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
D. Manfaat Penulisan 
1. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca di bidang 
agraria mengenai usaha bagi hasil yang dilakukan antara penerima 
gadai dengan pemberi gadai di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
2. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha bagi hasil atas 
tanah pertanian antara penerima gadai dengan pemberi gadai di 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Adat dan Hukum Agraria Nasional 
Hukum adat dalam pembentukan hukum agraria nasional 
berkedudukan sebagai dasar dan pelengkap. Pembangunan hukum adat 
sebagai dasar hukum agraria nasional menghadapi kesulitan-kesulitan 
tertentu. Kesulitan tersebut berkaitan dengan sifat pluralitas dari hukum 
adat itu sendiri, masing-masing masyarakat hukum adat mempunyai 
adatnya sendiri yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dicari persamaannya.9 
Kedudukan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional 
merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, berupa 
konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya, untuk dirumuskan 
menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem 
hukum adat. Hukum agraria baru yang dibentuk dengan menggunakan 
bahan-bahan dari hukum adat tersebut merupakan hukum agraria 
nasional positif yang tertulis.10 
1. Konsepsi Hukum Agraria Nasional 
Konsepsi yang mendasari hukum agraria nasional adalah konsepsi 
hukum tanah adat, seperti yang bersifat komunalistik religius, yang 
memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas 
                                                          
9 Muchsin, dkk. 2010. Hukum Agraria Indonesia, Dalam Perspektif Sejarah. Bandung: 
Refika Aditama. Hlm. 67. 
10 Boedi Harsono. Op. Cit., Hlm. 202. 
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tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.11 
Sifat komunalistik religius dari konsepsi hukum agraria nasional diatur 
dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang mengatur bahwa: 
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai 
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa 
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 
Dalam hukum adat, tanah ulayat merupakan tanah bersama para 
warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dalam rangka hukum 
agraria nasional semua tanah dalam wilayah negara kita adalah tanah 
bersama rakyat Indonesia, yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. 
Unsur religius dari konsepsi ini ditunjukkan oleh pernyataan, bahwa bumi, 
air, dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, merupakan karunia tuhan yang maha esa 
kepada bangsa Indonesia.12 
Dalam rangka pengembangan hukum agraria nasional, maka 
dimungkinkan para Warga Negara Indonesia masing-masing menguasai 
bagian-bagian dari tanah bersama tersebut secara individual, dengan hak-
hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur 
kebersamaan. Unsur kebersamaan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 
6 UUPA yang mengatur bahwa: 
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 
                                                          
11 Supriadi. 2012. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 53. 
12 Boedi Harsono. Op. Cit., Hlm. 202-203. 
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Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka jelaslah bahwa fungsi sosial yang 
disebut dalam UUPA merupakan sifat asal hak-hak atas tanah dalam 
konsepsi hukum agraria nasional.13 
2. Asas-Asas Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional 
Asas-asas hukum adat yang digunakan dalam hukum agraria 
nasional antara lain adalah asas religiusitas (Pasal 1 UUPA), asas 
kebangsaan (Pasal 1, 2, dan 9 UUPA), asas demokrasi (Pasal 9 UUPA), 
asas kemasyarakatan, pemerataan, dan keadilan sosial (Pasal 6, 7, 10, 
11, dan 13 UUPA), asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara 
berencana (Pasal 14 dan 15 UUPA), serta asas pemisahan horizontal 
tanah dengan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.14 
Berdasarkan asas-asas/konsepsi hukum adat yang digunakan 
sebagai dasar hukum agraria nasional, maka Soedikno Mertokusumo 
menjelaskan:15 
a. Menurut hukum adat, hubungan manusia dengan kekayaan alam 
seperti tanah mempunyai sifat religiomagis, artinya kekayaan alam itu 
merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan pada 
masyarakat hukum adat. Konsep ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) 
UUPA. 
b. Di dalam lingkungan masyarakat hukum adat dikenal hak ulayat. Hak 
ulayat merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang berisi 
                                                          
13 Ibid., Hlm. 203. 
14 Ibid. 
15 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 66-67. 
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wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan, dan 
memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak 
ulayat tersebut. Jadi hak ulayat bukan untuk memiliki, tetapi hanya 
merupakan hak menguasai. 
Hak ulayat ini kemudian dijadikan dasar dalam menentukan hubungan 
negara dengan bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya. Konsep ini kemudian dimuat dalam 
Pasal 2 UUPA. 
c. Dalam hukum adat juga diakui hak perseorangan atas tanah. Masing-
masing individu diberi kesempatan untuk mempunyai hak atas tanah. 
Konsep ini kemudian dimuat dalam Pasal 4 jo. Pasal 16 UUPA. 
Di dalam hukum adat dikenal suatu asas: di dalam hak individu terletak 
hak masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan dari sifat 
kemasyarakatan Indonesia. Asas ini mengandung arti bahwa 
penggunaan hak individu harus memerhatikan dan bahkan tidak boleh 
merugikan kepentingan masyarakat. Konsep ini kemudian diatur dalam 
Pasal 6 UUPA. 
d. Dalam masyarakat hukum adat terdapat asas gotong royong. Setiap 
tanah yang menyangkut kepentingan individu dan masyarakat selalu 
dilakukan melalui gotong royong. Hal ini untuk mencegah adanya 
persaingan dan pemerasan antara golongan yang mampu terhadap 
golongan yang tidak mampu. Konsepsi ini kemudian dimuat dalam 
Pasal 12 (1) UUPA. 
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e. Asas lain yang terdapat dalam hukum adat adalah ada perbedaan 
antara masyarakat dan warga asing dalam kaitannya dengan 
penguasaan dan penggunaan kekayaan alam. Warga masyarakat 
dapat mengolah, memetik hasil hutan, dan bahkan mempunyai tanah. 
Sedangkan warga asing tidak mempunyai hak atas tanah, mereka 
hanya dapat memetik hasil hutan dan itupun dengan syarat harus 
memperoleh izin dari Kepala Adat masyarakat yang bersangkutan. 
Dalam konsepsi ada perbedaan kedudukan antara warga masyarakat 
dengan warga asing dalam hubungannya dengan penguasaan tanah. 
Konsepsi ini kemudian dimuat dalam Pasal 9 UUPA. 
3. Lembaga-Lembaga Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional 
Lembaga-lembaga hukum yang dikenal dalam hukum adat 
umumnya adalah lembaga-lembaga yang diperlukan masyarakat yang 
masih sederhana. Oleh karena itu, lembaga-lembaga hukum adat yang 
diambil dalam membangun hukum agraria nasional perlu untuk 
disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan 
perubahan masyarakat dengan tidak mengubah hakikat dan 
menghilangkan sifat dan ciri lembaga-lembaga hukum adat tersebut.16 
Lembaga hukum adat yang diambil sebagai dasar pembentukan 
hukum agraria nasional adalah susunan macam-macam hak atas tanah. 
Macam-macam hak atas tanah yang ada dalam hukum adat yaitu hak 
milik, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak menikmati hasil 
                                                          
16 Boedi Harsono. Op. Cit., Hlm. 203-204. 
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hutan. Hak-hak tersebut merupakan dasar dari hak-hak atas tanah yang 
diatur dalam Pasal 16 UUPA. Namun, hak-hak atas tanah tersebut masih 
perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
Indonesia. Penyempurnaan tersebut adalah adanya hak baru, yaitu hak 
guna usaha dan hak guna bangunan, dan juga adanya keharusan 
pendaftaran tanah terhadap macam-macam hak atas tanah tersebut.17 
4. Sistem Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional 
Di dalam sistem hukum adat, tanah merupakan hak milik bersama 
masyarakat hukum adat atau yang dikenal dengan hak ulayat. Hak  ulayat 
dalam hierarki penguasaan atas tanah merupakan hak yang tertinggi 
ketiga setelah hak menguasai negara. Dalam sistematika hukum agraria 
nasional, hak ulayat diakui eksistensinya, sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada.18 Sistem hukum adat ini diangkat sebagai 
sistem hukum agraria nasional, yang dimuat dalam Pasal 2, 4, dan 16 
UUPA.19  
Adanya sistem hukum adat juga tampak dari kenyataan, bahwa 
semua hak atas tanah, secara langsung ataupun tidak langsung 
bersumber pada hak bangsa. Seperti halnya dalam hukum adat, semua 
hak atas tanah juga bersumber pada hak ulayat, dengan hak milik atas 
tanah sebagai hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh.20 
                                                          
17 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 67. 
18 Lihat Pasal 3 UUPA. 
19 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 68. 
20 Boedi Harsono. Op. Cit., Hlm. 205. 
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B. Transaksi Tanah dalam Hukum Adat 
1. Transaksi Tanah 
Menurut hukum adat, transaksi tanah adalah suatu perbuatan 
pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti 
perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala 
adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan 
sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut 
diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan 
hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak.21 
Pada intinya, transaksi tanah merupakan suatu tindakan hukum 
tentang perolehan (perbuatan pemilikan) dan peralihan hak atas tanah. 
Transaksi tanah termasuk dalam hukum keadaan bergerak, yakni 
beralihnya hak dari seseorang atas tanah kepada orang lain.22 Transaksi 
atas tanah yang dikenal oleh masyarakat adat terdapat dua macam yaitu 
transaksi yang merupakan perbuatan hukum sepihak dan transaksi yang 
merupakan perbuatan hukum dua pihak. 
a. Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum sepihak 
Pemilikan tanah merupakan perbuatan hukum sepihak, perbuatan 
mana menyebabkan timbulnya hak memiliki tanah.23 Sebagai contoh dari 
transaksi tanah tersebut yaitu:24 
                                                          
21 Adrian Sutedi. 2010. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: 
Sinar Grafika. Hlm. 71-72.  
22 Djamanat Samosir. 2013. Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika 
Perkembangan Hukum di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 231. 
23 Ibid. 
24 Soerojo Wignjodipoero. Op. Cit., Hlm. 206-207. 
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1) Pendirian suatu desa 
Sekelompok orang mendiami suatu tempat tertentu dan membuat 
perkampungan di atas tanah itu, membuka tanah pertanian, mengubur 
orang-orang yang meninggal dunia di tempat itu dan lain sebagainya, 
sehingga lambat laun tempat itu menjadi desa, lambat-laun timbul 
hubungan religio-magis antara desa dan tanah yang dimaksud, tumbuh 
suatu hak atas tanah itu bagi persekutuan yang bersangkutan, yakni hak 
ulayat. 
2) Pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan 
Kalau seorang individu, warga persekutuan dengan izin Kepala 
Desa membuka tanah wilayah persekutuan, maka dengan menggarap 
tanah itu terjadi suatu hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan 
religio-magis antara warga tersebut dengan tanah yang dimaksud. 
Lazimnya warga yang membuka tanah tersebut kemudian menempatkan 
tanda-tanda pelarangan pada tanah yang ia kerjakan itu. 
b. Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum dua pihak 
Transaksi ini merupakan perjanjian dua pihak (timbal balik), 
misalnya: jual lepas, jual gadai, jual tahunan, pemberian tanah, dan 
sebagainya, yang menyebabkan timbulnya hak milik atas tanah atau 
penguasaan tanah.25 Inti dari transaksi ini adalah pengoporan ataupun 
                                                          
25 Djamanat Samosir. Loc. Cit. 
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penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat 
itu juga. Dalam hukum tanah perbuatan hukum ini disebut transaksi jual.26 
Transaksi jual ini berdasarkan isinya dapat dibedakan dalam tiga 
macam sebagai berikut:27 
1) Penyerahan tanah dan pembayaran kontan tanpa syarat, jadi untuk 
seterusnya/selamanya. Transaksi ini disebut dengan jual lepas. 
2) Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan 
bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali 
tanah itu dengan membayar uang yang sama jumlahnya. Transaksi ini 
disebut dengan jual gadai. 
3) Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai perjanjian, 
bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain, sesudah 
satu, dua, tiga, atau beberapa kali panen, tanah itu kembali lagi 
kepada pemilik tanah semula. Transaksi ini disebut dengan jual 
tahunan. 
Ketiga transaksi tersebut merupakan perbuatan tunai, karena pada 
asasnya, tanah dan pembayarannya serentak berpindah.28 
2. Transaksi Menyangkut Tanah 
Berbeda dengan transaksi tanah, dalam transaksi menyangkut 
tanah objeknya bukan tanah, tetapi hanya mempunyai hubungan dengan 
tanah. Dalam transaksi menyangkut tanah yang diperjanjikan adalah 
                                                          
26 Soerojo Wignjodipoero. Op. Cit., Hlm. 207. 
27 Ibid. 
28 Van Dijk. 2006. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Terjemahan: A. Soehardi. 
Bandung: Mandar Maju. Hlm. 79. 
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kekaryaannya, pengolahannya, atau dijadikan jaminan. Tanah tidak 
beralih atau berpindah tangan dari pemilik tanah kepada pihak lain dalam 
perjanjian ini, tetapi pemilik tanah memberi kesempatan untuk 
mengerjakan, menanam, memungut hasil, menikmati tanah kepada pihak 
lain baik dalam bentuk tolong-menolong maupun sebagai jaminan atas 
pemakaian uang. Dengan demikian, transaksi menyangkut tanah 
mempunyai arti tanah hanya berkaitan dengan perjanjian. 
Terdapat beberapa bentuk transaksi yang menyangkut tanah dalam 
hukum adat yaitu perjanjian bagi hasil, perjanjian pinjam meminjam 
dengan tanah, perjanjian numpang rumah dan pekarangan, perjanjian 
sewa, perjanjian berganda, dan perjanjian titip.29 
C. Gadai Tanah 
1. Gadai Tanah dalam Hukum Adat 
Gadai tanah merupakan salah satu dari transaksi atas tanah. Gadai 
tanah biasa disebut dengan jual gadai. Beberapa penulis tentang hukum 
agraria dalam bukunya memberikan pengertian tentang gadai tanah. 
Menurut Boedi Harsono, gadai tanah adalah hubungan hukum antara 
seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima 
uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah 
tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya 
menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim 
                                                          
29 Djamanat Samosir. Op. Cit., Hlm. 245. 
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disebut penebusan, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik 
tanah.30 
Menurut Urip Santoso, gadai tanah adalah penyerahan sebidang 
tanah milik seseorang kepada orang lain untuk sementara waktu yang 
sekaligus diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak lain 
secara tunai sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa pemilik tanah 
baru memperoleh tanahnya kembali apabila melakukan penebusan 
dengan sejumlah uang yang sama.31 
Sebagai transaksi atas tanah, dalam gadai tanah terjadi 
pemindahan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pemegang gadai. 
Pemegang gadai atas tanah gadai mempunyai hak-hak sebagai berikut:32 
a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik dengan pembatasan 
tidak boleh menjual lepas kepada orang lain dan tidak boleh 
menyewakan tanah itu lebih dari satu tahun musim lamanya (jual 
tahunan); 
b. Mengoperkan gadai (doorverpaden) atau menggadaikan kembali 
(onderverpanden) tanah tersebut kepada orang lain, jika yang 
bersangkutan sangat memerlukan uang, karena tidak dapat memaksa 
si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya; 
c. Mengadakan perjanjian bagi hasil/bola pinang/paruh hasil/maro dan 
sejenis itu. 
                                                          
30 Boedi Harsono. Op. Cit., Hlm. 377. 
31 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 130. 
32 Djamanat Samosir. Op. Cit., Hlm. 239. 
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Dari pengertian gadai tanah di atas, maka dapat diketahui bahwa 
gadai tanah dalam hukum adat tidak sama dengan gadai dalam hukum 
perdata barat. Hak gadai merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan 
perjanjian pinjam meminjam uang dengan tanah sebagai jaminan. Objek 
gadai dalam hukum adat adalah tanah, sedangkan objek perjanjian pinjam 
meminjam uang dengan tanah sebagai jaminan utang adalah uang. Hak 
gadai menurut hukum adat merupakan perjanjian pokok yang berdiri 
sendiri, yang dapat disamakan dengan jual lepas atau jual tahunan. Jadi 
tidak merupakan perjanjian tambahan sebagaimana halnya gadai dalam 
pengertian hukum perdata barat. Perbedaan dengan hak gadai dengan 
gadai menurut hukum perdata barat, adalah pada hak gadai terdapat satu 
perbuatan hukum yang berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian 
oleh yang memberikan uang gadai, sedangkan gadai menurut hukum 
perdata barat terdapat dua perbuatan hukum yang berupa perjanjian 
pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok dan penyerahan benda 
bergerak sebagai jaminan, sebagai perjanjian ikutan.33 
Sebagai kebiasaan yang sejak dulu ada dalam masyarakat adat, 
gadai tanah mempunyai beberapa sifat dan ciri yang hampir sama di 
setiap wilayah Indonesia. Menurut Boedi Harsono, sifat-sifat dan ciri-ciri 
gadai tanah adalah sebagai berikut:34 
a. Hak gadai jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu akan 
hapus. Hak gadai berakhir jika dilakukan penebusan oleh yang 
                                                          
33 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 131. 
34 Ibid., Hlm. 133-134. 
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menggadaikan. Penebusan kembali tanah yang digadaikan tergantung 
pada kemauan dan kemampuan pemiliknya, artinya ia tidak dapat 
dipaksa untuk menebusnya. Hak menebus itu tidak hilang karena 
lampaunya waktu ataupun meninggalnya si pemilik tanah. Jika pemilik 
tanah meninggal dunia hak untk menebus beralih kepada ahli 
warisnya; 
b. Hak gadai tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Jika 
pemegang gadai meninggal dunia, maka hak tersebut berpindah 
kepada ahli warisnya; 
c. Hak gadai dapat dibebani dengan hak-hak tanah yang lain. Pemegang 
gadai berwenang untuk menyewakan atau membagihasilkan tanahnya 
kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa pihak ketiga, tetapi bisa juga 
pemilik tanah itu sendiri. pemegang gadai bahkan berwenang juga 
untuk menggadaikan tanahnya itu kepada pihak ketiga tanpa perlu 
meminta izin atau memberitahukannya kepada pemilik tanah 
(menganakgadaikan atau oderverpanden). Perbuatan ini tidak 
mengakibatkan terputusnya hubungan gadai dengan pemilik tanah. 
Dengan demikian, tanah yang bersangkutan terikat pada dua 
hubungan gadai; 
d. Hak gadai dengan persetujuan pemilik tanahnya dapat dialihkan 
kepada pihak ketiga, dalam arti bahwa hubungan gadai yang semula 
menjadi putus dan digantikan dengan hubungan gadai yang baru 
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antara pemilik dan pihak ketiga itu (memindahkan gadai atau 
dorverpanden); 
e. Hak gadai tidak menjadi hapus jika hak atas tanahnya dialihkan 
kepada pihak lain; 
f. Selama hak gadai berlangsung maka atas persetujuan kedua belah 
pihak uang gadainya dapat ditambah; 
g. Sebagai lembaga, hak gadai pada waktunya akan hapus. 
Berakhirnya hak gadai berdasarkan hukum adat adalah karena 
pemberi gadai telah menebus tanahnya kembali dengan kepada penerima 
gadai. Jangka waktu penebusan tanah gadai berdasarkan hukum adat 
dibagi menjadi dua, yaitu:35 
a. Hak gadai yang lamanya tidak ditentukan, dalam hal gadai tanah yang 
tidak ditentukan lamanya, maka pemilik tanah tidak boleh melakukan 
penebusan sewaktu-waktu. Penebusan baru dapat dilakukan apabila 
pemegang gadai minimal telah melakukan satu kali panen. Hal ini 
disebabkan karena hak gadai merupakan perjanjian penggarapan 
tanah, pukan perjanjian pinjam-meminjam uang. 
b. Gadai tanah yang lamanya ditentukan. Dalam hak gadai ini, pemilik 
tanah baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu yang 
diperjanjikan dalam hak gadai berkahir. 
                                                          
35 Ibid., Hlm. 131. 
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Pada dasarnya, penerima gadai tidak berhak untuk menuntut 
pemilik tanah untuk menebus tanahnya.36 Untuk gadai tanah yang 
lamanya diperjanjiakan, walaupun waktu yang diperjanjikan telah berkahir 
namun pemilik tanah belum mampu untuk menebus tanahnya, maka hal 
ini tidak dapat dikatakan wanprestasi.37 Hal inilah yang mendasari 
sehingga pemegang gadai diberikan hak untuk menganakgadaikan atau 
memindahkan gadai. 
Gadai tanah juga dapat berkahir tanpa dilakukan penebusan oleh 
pemilik tanah. Hal tersebut terjadi jika pemilik tanah menggadaikan 
tanahnya kepada penerima gadai dikarenakan ia mempunyai utang pada 
penerima gadai, dan pemegang gadai lalu mengusahakan tanah itu 
dengan memperhitungkan utang pemilik tanah sampai lunas, maka tanah 
gadai dikembalikan kepada pemilik tanah. Bentuk gadai tanah seperti ini 
disebut gadai pelunasan utang atau merupakan persetujuan pelunasan 
utang.38 
2. Hak Gadai atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA 
Setelah berlakunya UUPA, maka hak-hak atas tanah yang 
mengandung unsur pemerasan ditetapkan sebagai hak yang bersifat 
sementara. Ketentuan tentang hak yang bersifat sementara di atur dalam 
Pasal 53 ayat (1) UUPA bahwa: 
                                                          
36 Soerjono Soekanto. 2010. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 
192. 
37 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 132. 
38 Hilman Hadikusuma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: 
Mandar Maju. Hlm. 226. 
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Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 
16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak 
menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi 
sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-
hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. 
Hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA dinilai 
bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 10 UUPA.39 Pasal 7 UUPA 
melarang adanya penguasaan tanah secara berlebihan dan Pasal 10 
UUPA mewajibkan pemilik hak atas tanah untuk mengerjakan sendiri 
tanahnya dengan mencegah sifat pemerasan. Hal inilah yang mendasari 
sehingga hak-hak yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA diberikan 
hak yang bersifat sementara dan akan dihapuskan dalam waktu yang 
singkat. 
Sifat pemerasan dalam pelaksanaan gadai tanah menurut Urip 
Santoso yaitu karena dalam gadai tanah, pemegang gadai akan terus 
menguasai tanah yang digadaikan selama pemilik tanah belum 
menebusnya. Posisi pemegang gadai dalam pelaksanaan gadai tanah 
kebayakan mempunyai kedudukan ekonomi lebih tinggi dibandingkan 
pemilik tanah.40 Menurut Bedi Harsono, ketentuan gadai tanah dalam 
hukum adat pada umumnya mengandung unsur eksploitasi, karena hasil 
yang diterima oleh pemegang gadai dari tanah gadai setiap tahunnya jauh 
lebih besar dibandingkan dengan bunga yang layak dari uang gadai yang 
diterima pemberi gadai. 
                                                          
39 Lihat Penjelasan Pasal 16 UUPA. 
40 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 134. 
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Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 
Luas Tanah Pertanian (UU No. 56 Prp Thn 1960) merupakan salah satu 
upaya pemerintah dalam menghilangkan sifat-sifat pemerasan atas tanah 
pertanian termasuk gadai tanah. Ketentuan tentang gadai tanah terdapat 
dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 56 Prp Thn 1960 yang mengatur 
mengenai berakhirnya gadai tanah setelah tujuh tahun dan penebusan 
tanah gadai yang belum sampai tujuh tahun. Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 
Prp Thn 1960 mengatur bahwa: 
Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada 
mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih 
wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu 
sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada 
hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. 
Menurut ketentuan tersebut, jika hak gadai tanah yang sudah 
berlangsung tujuh tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan 
kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah 
tanaman yang ada dipanen. Hal ini diasumsikan bahwa pemegang gadai 
yang menggarap tanah pertanian selama tujuh tahun atau lebih, maka 
hasilnya melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah 
pertanian.41 
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn 1960 bersifat 
memaksa.42 Menurut Mahkamah Agung di dalam Putusan Tanggal 6 
Maret 1971 No. 180/K/sip/1970 yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 
7 ayat (1) Undang-Undang No 56 Prp 1960 bersifat memaksa dan tidak 
                                                          
41 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 135. 
42 Supriadi. Op. Cit., Hlm. 216. 
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dapat dilunakkan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, 
karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip lembaga gadai.43 
Pada awalnya ketentuan gadai tanah yang terdapat pada Pasal 7 
UU 56 Prp Thn 1960 hanya diperuntukkan terhadap tanah pertanian, akan 
tetapi diperjelas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian 
Agraria No. SK 10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 UU 
No. 56 Prp Tahun 1960 Bagi Gadai Tanaman Keras. Dalam diktumnya 
dikatakan bahwa gadai berlaku juga bagi tanaman keras, misalnya 
kelapa.44 
Pelaksanaan gadai tanah yang belum sampai tujuh tahun lamanya, 
maka penebusannya mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat 
(2) Undang-Undang No 56 Prp 1960. Ketentuan tersebut mengatur 
bahwa: 
Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum 
berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk 
memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai 
dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung 
menurut rumus:  
 
dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah 
berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan 
tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan 
setelah tanaman yang ada selesai dipanen. 
 Maksud dari ketentuan itu adalah bahwa gadai tanah yang lamanya 
kurang dari tujuh tahun, maka penebusannya harus mengikuti rumus 
                                                          
43 Boedi Harsono. Op. Cit., Hlm. 378. 
44 Supriadi. Op. Cit., Hlm. 215-216. 
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dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 56 Prp 1960. Dengan 
menggunakan rumus tersebut, maka jumlah uang tebusan yang wajib 
dibayar pemilik tanah untuk memperoleh kembali tanahnya akan 
berkurang setiap tahunnya. 
Menurut perhitungan, maka uang gadai rata-rata sudah diterima 
kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanahnya dalam waktu 5 sampai 
10 tahun, dengan ditambah bunga yang layak (10%). Demikianlah 
ditetapkan dalam Pasal 7 tersebut, bahwa tanah-tanah yang digadaikan 
selama 7 tahun (tengah antara 5 dan 10 tahun) atau lebih harus 
dikembalikan kepada pemilik tanah, tanpa kewajiban untuk membayar 
uang tebusan.45 
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Setelah dilakukan perjanjian gadai tanah, maka terdapat hak dan 
kewajiban yang masing-masing dimiliki oleh pemberi gadai dan penerima 
gadai. Hak dan kewajiban pemberi gadai yaitu:46 
a. Setelah menerima uang gadai, maka segera tanah yang digadaikan itu 
diserahkan kepada pihak yang memberi uang atau disebut dengan 
pemegang gadai. 
b. Pemberi gadai dapat sewaktu-waktu menebus tanahnya dengan syarat 
pemegang gadai sudah memetik hasilnya (panen) paling sedikit satu 
kali. 
                                                          
45 Boedi Harsono. Loc. Cit. 
46 Liliek Istiqomah. Op. Cit., Hlm. 92-93. 
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c. Jika tanah yang digadaikan musnah, pemberi gadai tidak dapat 
dituntut untuk mengembalikan uang gadai yang telah diterima. 
d. Jika ada perbedaan nilai uang pada waktu menggadai dan menebus, 
maka harus menanggung resiko bersama-sama dengan pemegang 
gadai. 
Sedangkan hak dan kewajiban penerima gadai yaitu:47 
a. Setelah membayar uang gadai, maka pemegang gada menguasai 
tanah gadai tersebut, untuk dipelihara dan berhak pula menggunakan 
serta memungut hasilnya. 
b. Apabila sewaktu-waktu pemegang gadai ini membutuhkan uang, maka 
berhak melakukan pendalaman gadai dengan seijin pemilik tanah atau 
menganakkan gadai. 
c. Jika tanah gadai tersebut musnah karena bencana alam, maka 
pemegang gadai tidak boleh menuntut kembali uang gadainya. 
d. Wajib mengembalikan tanah gadai setelah dikuasai selama 7 tahun. 
e. Perjanjian gadai yang disertai perjanjian bahwa dalam waktu yang 
telah ditentukan pemberi gadai tidak menebus kembali tanahnya, 
maka dengan perantara Pengadilan Negeri barulah pemegang gadai 
ini dapat memiliki tanah gadai tersebut sesuai dengan perjanjian. 
Kalau perlu dengan menambah uang  sesuai dengan harga tanah jika 
dijual lepas. 
 
                                                          
47 Ibid., Hlm. 93. 
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4. Hapusnya Hak Gadai 
Faktor-faktor penyebab hapusnya hak gadai setelah berlakunya 
UUPA adalah sebagai berikut:48 
a. Telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah (pemberi gadai). 
b. Hak gadai sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih. 
c. Adanya putusan pengadilan yang mengatakan bahwa pemegang 
gadai menjadi pemilik atas tanah yang digadaikan karena pemilik 
tanah tidak dapat menebus dalam jangka waktu yang disepakati oleh 
kedua belah pihak dalam gadai tanah. 
d. Tanahnya dicabut untuk kepentingan umum. 
e. Tanahnya musnah. 
D. Usaha Bagi Hasil 
1. Usaha Bagi Hasil dalam Hukum Adat 
Usaha bagi hasil merupakan salah satu dari transaksi menyangkut 
tanah yang diatur dalam hukum adat. Di beberapa daerah usaha bagi 
hasil mempunyai istilah yang berbeda-beda, seperti Memperduai di 
Minangkabau, Maro di Jawa, Toyo di Minahasa, Tesang di Sulawesi 
Selatan, Nengah di Periangan, Mertelu di Jawa dan Jojuron di Priangan.49  
Menurut Boedi Harsono, perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk 
perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah 
pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian 
                                                          
48 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 138 
49 Soerojo Wignjodipoero. Op. Cit., Hlm. 211. 
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nama penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang 
bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap yang berhak 
atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.50 
Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri, perjanjian 
bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik tanah karena 
suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin 
mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu, ia membuat suatu 
perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbangan bagi hasil yang 
telah disetujui oleh kedua belah pihak.51  
Terjadinya usaha bagi hasil dilandasi suatu pemikiran tolong-
menolong, yang dijiwai atau didasarkan oleh sifat sosial dan ekonomi 
untuk menolong sesamanya.52 Secara umum yang menjadi latar belakang 
dilakukannya usaha bagi hasil yaitu:53 
a. Bagi pemilik tanah: 
1) Mempunyai tanah tetapi tidak mampu atau tidak ada kesempatan 
untuk mengerjakan sendiri tanah tersebut; 
2) Keinginan pemilik tanah untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah 
dengan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan 
tanah miliknya. 
b. Bagi penggarap: 
1) Tidak mempunyai tanah untuk digarap atau pekerjaan yang tetap; 
                                                          
50 Boedi Harsono. Op. Cit., Hlm. 118. 
51 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 138. 
52 Djamanat Samosir. Op. Cit., Hlm. 246. 
53 Ibid., Hlm. 246-247. 
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2) Mempunyai kelebihan waktu sedangkan tanah milik terbatas luasnya, 
tanahnya sendiri tidak cukup untuk memberikan penghidupan bagi 
keluarganya; 
3) Keinginan memperoleh hasil tambahan dari tanah garapan. 
Boedi Harsono menyebutkan secara umum sifat-sifat dan ciri-ciri 
hak usaha bagi hasil, yaitu:54 
a. Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas; 
b. Perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin 
pemilik tanahnya; 
c. Perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas 
tanah yang bersangkutan kepada pihak lain; 
d. Perjanjian bagi hasil tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, 
tetapi hak itu hapus jika pemilik tanahnya meninggal dunia; 
e. Perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan khusus (di Kantor 
Kepala Desa); 
f. Sebagai lembaga, perjanjian bagi hasil akan dihapus. 
2. Usaha Bagi Hasil Setelah Berlakunya UU No. 2 Tahun 1960 
tentang Perjanjian Bagi Hasil 
Seperti halnya dengan gadai tanah, usaha bagi hasil merupakan 
kebiasaan yang dari dulu masih ada sampai sekarang. Usaha bagi hasil 
dalam UUPA juga merupakan hak yang bersifat sementara dan akan 
dihapuskan dalam waktu yang singkat.55 
                                                          
54 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 141. 
55 Lihat Pasal 53 ayat (1) UUPA. 
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Ketentuan tentang usaha bagi hasil secara khusus diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU 
No. 2 Thn. 1960). Pengertian tentang usaha bagi hasil dalam undang-
undang ini terdapat dalam Pasal 1 huruf c UU No. 2 Thn. 1960 yang 
mengatur bahwa: 
Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang 
diadakan antara pemilik pada satu fihak dan seseorang atau badan 
hukum pada lain fihak - yang dalam undang-undang ini disebut 
"penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan 
oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas 
tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah fihak; 
UU No. 2 Thn. 1960 merupakan aturan yang lebih dulu 
diberlakukan dibandingkan dengan UUPA. Undang-undang ini dibentuk 
untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar 
pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas 
dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi 
para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.56 
Pemerasan dalam Usaha bagi hasil terjadi karena kerja sama, 
tolong-menolong, atas dasar saling percaya itu dalam perkembangannya 
tidak bias terus bertahan. Berhubung dengan kenyataan bahwa umumnya 
tanah yang tersedia atau yang tidak dapat dikerjakan oleh pemiliknya 
terbatas, sedangkan peminat atau jumlah calon penggarap jauh lebih 
besar, maka sering kali terpaksalah penggarap menerima syarat-syarat 
perjanjian yang sangat merugikan, misalnya imbalan yang diterima tidak 
                                                          
56 Lihat Menimbang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi 
Hasil. 
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sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan untuk mengusahakan 
tanahnya atau imbangan pembagian bagi hasil kurang menguntungkan 
bagi penggarap. Selain itu, dalam perjanjian bagi hasil penggarap tidak 
mendapatkan jaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu 
yang layak. Pada umumnya Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) 
hanya berlangsung selama satu tahun dan pembaruan hanya bisa 
berlangsung bila ada kesediaan dari pemilik tanah.57 
Mengingat kelemahan hak usaha bagi hasil yang diatur dalam 
hukum adat, golongan penggarap tanah yang biasanya berasal dari 
golongan ekonomi lemah dan selalu dirugikan, dan untuk mengurangi sifat 
pemerasan, serta memberikan perlindungan hukum bagi penggarap, 
maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian 
Bagi Hasil.58 Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur perjanjian bagi 
hasil, dengan maksud:59 
a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya 
dilakukan atas dasar yang adil; 
b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik 
dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi 
para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada 
dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang 
                                                          
57 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 139-140. 
58 Ibid., Hlm. 140. 
59 Lihat Penjelasan Umum angka (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 
Perjanjian Bagi Hasil. 
35 
 
tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi 
penggarapnya adalah sangat besar; 
c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, 
maka bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani 
penggarap, hal ini berpengaruh baik pada caranya memelihara 
kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu berpengaruh 
baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu 
langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi 
"sandang-pangan" rakyat.  
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil 
Setelah berlakunya UU No. 2 Thn 1960, maka perjanjian bagi hasil 
harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dihadapan Kepala Desa, serta 
disaksikan oleh dua saksi masing-masing dari pihak penggarap dan 
pemilik tanah. Perjanjian bagi hasil juga wajib disahkan oleh Kepala 
Kecamatan.60 Ketentuan tentang bentuk perjanjian bagi hasil tersebut 
bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin 
menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
kedua belah fihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. 
Pembuatan perjanjian dihadapan Kepala Desa dan pengesahan oleh 
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Kepala Kecamatan dimaksudkan agar pengawasan preventif dapat 
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.61 
4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil 
Jangka waktu perjanjian bagi hasil dalam UU No. 2 Thn. 1960 yaitu 
sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah dan sekurang-kurangnya lima 
tahun untuk tanah kering. Pengakhiran perjanjian bagi hasil harus 
menunggu semua tanaman selesai dipanen. Maksudnya adalah bahwa 
penggarap diberikan tambahan waktu untuk panen asalkan tidak lebih dari 
satu tahun.62 
Pemindahan hak atas tanah kepada orang lain tidak 
menghapuskan perjanjian bagi hasil. Dengan beralihnya hak atas tanah, 
maka segala hak dan kewajiban pemilik hak atas tanah yang lama dalam 
perjanjian bagi hasil beralih kepada pemilik hak atas tanah yang baru. Jika 
penggarap meninggal dunia, maka segala perjanjian bagi hasil dilanjutkan 
oleh ahli warisnya.63 
Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu 
perjanjian hanya dapat dilakukan jika:64 
a. atas persetujuan kedua belah fihak yang bersangkutan dan setelah 
mereka laporkan kepada Kepala Desa; 
                                                          
61 Lihat Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian 
Bagi Hasil. 
62 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. 
63 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. 
64 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. 
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b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap 
tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya 
atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari 
hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi 
bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam 
surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 UU No. 2 Thn 1960 atau tanpa 
izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan 
kepada orang lain. 
5. Hapusnya Hak Usaha Bagi Hasil 
Faktor-faktor yang menjadi penyebab hapusnya perjanjian bagi 
hasil adalah:65 
a. Jangka waktunya berakhir. 
b. Atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil diakhiri. 
c. Pemilik tanah meninggal dunia. 
d. Adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap larangan dalam 
perjanjian bagi hasil. 
e. Tanahnya musnah. 
E. Usaha Bagi Hasil atas Tanah Gadai 
Salah satu sifat gadai tanah adalah bahwa hak gadai dapat 
dibebani dengan hak-hak tanah yang lain. Pemegang gadai berwenang 
                                                          
65 Urip Santoso. Op. Cit., Hlm. 143. 
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untuk menyewakan atau membagihasilkan tanahnya kepada pihak lain. 
Pihak lain itu bisa pihak ketiga, tetapi bisa juga pemilik tanah itu sendiri.66 
Usaha bagi hasil atas tanah gadai merupakan transaksi gabungan 
antara transaksi tanah dengan transaksi menyangkut tanah. Transaksi ini 
dapat terjadi apabila pemegang gadai memberikan izin kepada pemberi 
gadai untuk mengerjakan tanah tersebut dengan perjanjian bagi hasil. 67 
Usaha bagi hasil atas tanah gadai mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 UU 
No. 56 Prp Thn 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.  
Ketentuan tentang pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai 
dalam UU No 2 Thn 1960 terdapat pada Penjelasan Umum angka (1) 
yang mengatur bahwa: 
Biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian 
penguasahaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. 
Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-
ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas 
suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya 
sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang 
lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, 
yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang 
ditentukan sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian 
tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja 
terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain 
yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang 
bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang 
penggarappun - yaitu fihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi 
hasil - dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian. 
Dan juga pada Penjelasan Pasal 1 huruf b UU No. 2 Thn 1960 yang 
mengatur bahwa: 
                                                          
66 Ibid., Hlm. 133. 
67 Soerojo Wignjodipoero. Op. Cit., Hlm. 215. 
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Sesuai dengan hukumnya yang berlaku sekarang, yang berwenang 
untuk mengadakan perjanjian bagi hasil itu tidak saja berbatas pada 
para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para 
pemegang gadai penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan 
sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Untuk 
mempersingkat pemakaian kata-kata maka mereka itu semua dalam 
Undang-undang ini disebut pemilik. Pemilik itu bisa juga merupakan 
badan hukum, seperti lebih jauh dijelaskan dalam penjelasan pasal 2. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa usaha bagi hasil 
tidak hanya dapat dilakukan oleh pemilik tanah dalam arti yang 
mempunyai tanah tetapi juga dapat dilaksanakan oleh pemegang gadai. 
Penguasaan tanah secara fisik dalam pelaksanaan usaha bagi 
hasil atas tanah gadai yang dilakukan kepada pemberi gadai tetap 
dikuasai oleh pemberi gadai, sehingga transaksi ini mempunyai kemiripan 
dengan tanggungan.68 Menurut Soerojo Wignjodipoero, perbedaan usaha 
bagi hasil atas tanah gadai dengan tanggungan adalah sebagai berikut:69 
a. Usaha bagi hasil atas tanah gadai merupakan gabungan antara 
transaksi atas tanah dengan transaski menyangkut tanah, sedangkan 
tanggungan hanya merupakan transaksi menyangkut tanah. 
b. Perjanjian bagi hasil atas tanah gadai dibutuhkan kepala persekutuan, 
sedangkan dalam transaksi tanggungan tidak perlu. 
c. Dalam usaha bagi hasil atas tanah gadai, terjadi pemindahan hak atas 
tanah sehingga hak atas tanah dimiliki oleh pemegang gadai, 
sedangkan dalam tanggungan tanah hanya sebagai jaminan sehingga 
tanah tetap pada pemiliknya. 
                                                          
68 Iman Sudiyat. 2007. Hukum Adat, Sketsa Asas. Yokyakarta: Liberty. Hlm. 41.   
69 Soerojo Wignjodipoero. Op. Cit., Hlm. 215-216. 
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d. Ketika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan usaha bagi hasil, 
pemegang gadai sebagai pemilik hak atas tanah, dapat menuntut 
tanah tersebut untuk dikembalikan. Pemegang gadai tidak dapat 
menuntut pemberi gadai untuk melakukan penebusan. Sedangkan 
dalam tanggungan, ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh 
debitur (pemilik tanah), maka kreditur hanya dapat menuntut debitur 
untuk melakukan pembayaran, sedangkan tanah yang dijaminkan 
hanya dipergunakan sebagai pelunasan utang. 
e. Jika tanah musnah, maka pemegang gadai tidak dapat menuntut apa-
apa dari pemilik tanah. Sedangkan dalam tanggungan, ketika tanah 
yang dijadikan jaminan musnah, maka tidak akan menghapuskan 
perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam, sehingga debitur 
masih mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada 
kreditur.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kab. Sidrap, yaitu di Kelurahan 
Sidenreng, Kelurahan Lawawoi, Desa Sereang, dan Desa Teteaji. 
Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh data awal yang didapatkan 
oleh penulis yang menemukan adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil 
tanah pertanian yang dilakukan antara penerima gadai dengan pemberi 
gadai di lokasi tersebut. 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang 
terkait dengan pelaksanaan usaha bagi hasil yang dilakukan penerima 
gadai dengan pemberi gadai di Kelurahan Sidenreng, Kelurahan Lawawoi, 
Desa Sereang, dan Desa Teteaji Kab. Sidrap. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel yang 
dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan 
tertentu. Sehubungan dengan sampel tersebut maka yang menjadi 
responden dalam penelitian ini yaitu: 
a. Pihak yang terkait dengan pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah 
gadai yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Jumlah responden 
yaitu sebanyak 11 pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai. 
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b. Lurah Sidenreng, Lurah Lawawoi, Kepala Desa Sereang, dan Kepala 
Desa Teteaji.   
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh langsung dari 
responden dengan cara mewawancarai responden. 
2. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari secara 
tidak langsung seperti data yang didapatkan dari dokumen dan buku 
yang terkait dengan penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data dan informasi secara 
langsung dengan cara tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang telah 
disiapkan kepada responden. 
2. Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan data dan informasi 
sekunder dengan cara mempergunakan dokumen dan buku yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
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E. Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi 
dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan mengenai 
pelaksanaan usaha bagi hasil yang dilakukan penerima gadai dengan 
pemberi gadai di Kab. Sidrap. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Usaha Bagi Hasil antara Penerima Gadai dengan 
Pemberi Gadai yang Lahir di Atas Tanah Gadai 
Kabupaten Sidenreng Rappang (Kab. Sidrap) merupakan 
kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kab. Sidrap terdiri 
dari 11 kecamatan dan 106 Kelurahan/Desa dengan luas wilayah yang 
tercatat yaitu 1.883,25 Km persegi. Dari luas wilayah Kab. Sidrap, 23,86% 
di antaranya digunakan untuk kegiatan pertanian (sawah). Menurut 
kondisi topografi, sebagian besar wilayah berupa dataran rendah 
sehingga membuat daerah ini sangat cocok untuk pengembangan sektor 
pertanian khususnya tanaman padi.139 
Sebagian besar masyarakat Kab. Sidrap bekerja sebagai petani. 
Dari 93,01% jumlah masyarakat umur 15 tahun ke atas yang bekerja, 
42,19% di antaranya bekerja di bidang pertanian, kehutanan, perburuan, 
dan perikanan. Produksi padi pada tahun 2012 mencapai 454.988.93 ton 
dengan luas panen 79.960,75 Ha.140 
Saat ini di Kab. Sidrap, pelaksanaan transaksi adat terhadap tanah 
masih sering dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat petani. 
Transaksi adat di Kab. Sidrap umumnya merupakan transaksi atas tanah 
pertanian yang di antaranya adalah gadai tanah dan usaha bagi hasil.  
                                                          
139 Sri Harjanti dan Mifta Khusniah. Statistik Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
2013. http://sidrapkab.bps.go.id/index.php?hal=publikasi_detil&id=3, diakses pada 3 Mei 
2014 pukul 6.35. 
140 Ibid. 
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Gadai tanah merupakan salah satu bentuk transaksi tanah yang 
terjadi karena pemilik tanah mendapatkan masalah ekonomi dan ingin 
memenuhinya dengan menggadaikan tanahnya. Sedangkan usaha bagi 
hasil merupakan salah satu bentuk transaksi menyangkut tanah yang 
terjadi karena pemilik tanah tidak dapat mengerjakan tanah miliknya, 
namun ingin mendapatkan hasil dari tanah tersebut sehingga mengizinkan 
orang lain untuk mengerjakan tanahnya dalam bentuk bagi hasil. 
Pelaksanaan gadai tanah dan juga usaha bagi hasil terkadang 
dilakukan terhadap satu objek tanah pertanian. Hal ini berarti terjadi dua 
bentuk transaksi yang dilakukan terhadap sebidang tanah pertanian. 
Bentuk pelaksanaan dua transaksi ini terdapat pada pelaksanaan usaha 
bagi hasil atas tanah gadai. Dalam pelaksanaannya, penerima gadai 
sebagai pemegang hak gadai mempunyai hak untuk melakukan usaha 
bagi hasil dengan pihak ketiga maupun dengan pemberi gadai. 
Pelaksanaan usaha bagi hasil dengan pihak ketiga dapat terjadi ketika 
penerima gadai tidak mampu untuk mengerjakan sendiri tanah gadai, 
sehingga penerima gadai mencari penggarap yang dipercayainya untuk 
mengerjakan tanah gadai dalam bentuk perjanjian usaha bagi hasil. 
Untuk pelaksanaan usaha bagi hasil dengan pemberi gadai, 
pemberi gadai tetap menguasai tanah gadai dengan status sebagai 
penggarap. Hasil yang diperoleh oleh pemberi gadai atas tanah gadai 
akan dibagi dengan penerima gadai sesuai dengan perjanjian bagi hasil. 
Pelaksanaan usaha bagi hasil yang dilakukan antara penerima gadai 
46 
 
dengan pemberi gadai terjadi karena penerima gadai yang tidak mampu 
mengerjakan tanah gadai dan pemberi gadai yang tidak ingin kehilangan 
pekerjaannya sebagai petani. Dalam pelaksanaan perjanjian gadainya, 
pemberi gadai hanya ingin menggadaikan tanahnya dengan ketentuan 
bahwa penggarapan tanah gadai akan tetap digarap oleh pemberi gadai 
dalam bentuk perjanjian bagi hasil. 
Pelaksanaan usaha bagi hasil yang dilakukan atas tanah gadai 
diatur dalam Penjelasan Umum angka (1) UU No. 2 Thn. 1960 tentang 
Perjanjian Bagi Hasil yang mengatur bahwa: 
Biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian 
penguasahaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. 
Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-
ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas 
suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya 
sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang 
lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, 
yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang 
ditentukan sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian 
tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja 
terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain 
yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang 
bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang 
penggarappun - yaitu fihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi 
hasil - dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian. 
Dan juga pada Penjelasan Pasal 1 huruf b UU No. 2 Thn 1960 yang 
mengatur bahwa: 
Sesuai dengan hukumnya yang berlaku sekarang, yang berwenang 
untuk mengadakan perjanjian bagi hasil itu tidak saja berbatas pada 
para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para 
pemegang gadai penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan 
sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Untuk 
mempersingkat pemakaian kata-kata maka mereka itu semua dalam 
Undang-undang ini disebut pemilik. Pemilik itu bisa juga merupakan 
badan hukum, seperti lebih jauh dijelaskan dalam penjelasan pasal 2.  
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Bagi penerima gadai, keuntungan dari usaha bagi hasil atas tanah 
gadai tidak sebanyak ketika penerima gadai menggarap sendiri tanah 
gadai. Hal ini menyebabkan kurangnya pemilik uang yang ingin menerima 
gadai dalam bentuk usaha bagi hasil dengan pemberi gadai. Terlebih lagi 
kurangnya kepercayaan penerima gadai kepada pemberi gadai dalam hal 
perjanjian bagi hasil juga merupakan penyebab kurangnya penerima 
gadai melakukan usaha bagi hasil dengan pemberi gadai. 
Masalah terhadap pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai 
yang pernah terjadi, mengakibatkan susahnya pemilik tanah untuk 
mencari penerima gadai yang ingin melakukan bagi hasil. Dalam 
pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai, penerima gadai biasanya 
berasal dari keluarga, tetangga, atau kenalan dekat dari pemberi gadai 
yang telah dipercayainya. Berikut adalah hubungan pemberi gadai dengan 
penerima gadai berdasarkan data dari responden: 
Tabel 1. 
Hubungan pemberi gadai dengan penerima gadai 
Daftar Responden Kelurahan/Desa Hubungan 
Responden 1 Kel. Sidenreng Kenalan dekat 
Responden 2 Kel. Sidenreng Kenalan dekat 
Responden 3 Desa Teteaji Kenalan dekat 
Responden 4 Desa Teteaji Kenalan dekat 
Responden 5 Desa Teteaji Keluarga  
Responden 6 Kel. Lawawoi Keluarga 
Responden 7 Kel. Lawawoi Kenalan dekat 
Responden 8 Kel. Lawawoi  Kenalan dekat  
Responden 9 Kel. Lawawoi  Kenalan dekat 
Responden 10 Desa Sereang Kenal dari pihak ketiga 
Responden 11 Desa Sereang Keluarga  
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2014 
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Dari sebelas responden, hubungan antara pemberi gadai dengan 
penerima gadai yang paling banyak adalah sebagai kenalan dekat yaitu 
sebanyak tujuh responden (63,6%). Terdapat tiga responden (27,3%) 
yang mempunyai hubungan keluarga, sedangkan satu (9,1%) responden 
lainnya mempunyai hubungan jauh di mana transaksi yang dilakukan 
karena adanya bantuan pihak ketiga. 
1. Bentuk perjanjian usaha bagi hasil atas tanah gadai 
Perjanjian gadai tanah dengan perjanjian bagi hasil merupakan 
perjanjian yang berbeda. Untuk melakukan perjanjian bagi hasil, maka 
penerima gadai harus mempunyai hak atas tanah.141 Hak atas tanah yang 
diperoleh penerima gadai dalam melakukan usaha bagi hasil adalah hak 
gadai atas tanah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian usaha 
bagi hasil atas tanah gadai, terdapat dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian 
gadai dengan perjanjian bagi hasil. 
a. Perjanjian gadai tanah 
Perjanjian gadai tanah merupakan transaksi tanah yang diatur 
dalam hukum adat. Transaksi dalam hukum adat harus bersifat terang dan 
tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan 
di hadapan kepala adat untuk diketahui secara umum, dan tunai 
maksudnya bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya 
dilakukan secara serentak.142 
                                                          
141 Lihat Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian 
Bagi Hasil. 
142 Adrian Sutedi. Op. Cit., Hlm. 71-72.  
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Perjanjian gadai dapat dibuat oleh kedua pihak ataupun oleh pihak 
Kelurahan/Kepala Desa. Pendaftaran perjanjian gadai tanah dilakukan 
dengan cara perjanjian gadai yang telah dibuat dalam bentuk tertulis 
ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa. Perjanjian yang telah didaftarkan 
disimpan di Lurah/Kepala Desa sebagai arsip. Dari empat Kelurahan/Desa 
yang menjadi tempat penelitian, semuanya memberikan biaya dalam hal 
pendaftaran perjanjian gadai. Biasanya untuk tanah dengan luas 1 hektar, 
diberikan biaya pendaftaran sebesar Rp. 600.000. 
Tidak semua perjanjian gadai tanah di Kab. Sidrap dibuat secara 
tertulis dan didaftarkan di Lurah/Kepala Desa. Berikut adalah bentuk 
perjanjian dan jumlah responden yang mendaftarkan perjanjian gadainya: 
Tabel 2. 
Bentuk perjanjian gadai tanah 
Daftar Responden Kelurahan/Desa Tertulis Didaftarkan 
Responden 1 Kel. Sidenreng Ya Tidak 
Responden 2 Kel. Sidenreng Ya Ya 
Responden 3 Desa Teteaji Ya Ya 
Responden 4 Desa Teteaji Ya Ya 
Responden 5 Desa Teteaji Tidak  Tidak 
Responden 6 Kel. Lawawoi Tidak Tidak 
Responden 7 Kel. Lawawoi Ya Ya 
Responden 8 Kel. Lawawoi  Ya Ya 
Responden 9 Kel. Lawawoi  Ya Tidak 
Responden 10 Desa Sereang Ya Ya 
Responden 11 Desa Sereang Tidak  Tidak 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2014 
Dari data responden, terdapat delapan (72,7%) perjanjian yang dibuat 
dalam bentuk tertulis dan tiga (27,3%) dalam bentuk lisan. Responden 
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yang membuat perjanjian secara lisan mempunyai hubungan kekerabatan 
yang dekat dengan pemberi gadai, sehingga sudah saling mempercayai. 
Dari jumlah perjanjian gadai tanah yang tertulis, terdapat dua (25%) 
yang tidak didaftarkan di Kelurahan/Desa. Dari hasil wawancara dengan 
kedua responden, perjanjian gadai tidak didaftarkan karena adanya biaya 
dari Kelurahan/Desa yang membuat pemberi gadai dan penerima gadai 
yang merupakan kenalan dekat lebih memilih membuat perjanjian tanpa 
harus dilakukan pendaftaran. 
Terdapat dua bentuk penetapan jumlah uang gadai di Kab. Sidrap, 
yaitu ditentukan sesuai dengan jumlah kebutuhan pemberi gadai dan 
ditentukan sesuai dengan harga jual lepas tanah. Penetapan uang gadai 
dengan harga jual lepas tanah biasanya sebesar 50% dari harga 
tanahnya. Adapun penetapan harga gadai tanah dari responden, yaitu 
sebagai berikut: 
Tabel 3. 
Penetapan harga gadai tanah 
Daftar Responden Kelurahan/Desa Luas Harga 
Responden 1 Kel. Sidenreng 40 are 30 Juta 
Responden 2 Kel. Sidenreng 100 are 105 Juta 
Responden 3 Desa Teteaji 50 are 50 Juta 
Responden 4 Desa Teteaji 40 are 40 Juta 
Responden 5 Desa Teteaji 40 are 15 Juta 
Responden 6 Kel. Lawawoi 40 are 10 Juta 
Responden 7 Kel. Lawawoi 65 are 40 Juta 
Responden 8 Kel. Lawawoi  74 are 25 Juta 
Responden 9 Kel. Lawawoi  50 are 15 Juta 
Responden 10 Desa Sereang 150 are  55 Ton (55 Juta)  
Responden 11 Desa Sereang 30 are 15 Juta 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2014 
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Pada tabel di atas, terdapat empat (36,4%) responden yang menetapkan 
harga gadai sesuai dengan kebutuhannya, yaitu responden 5, 6, 8, dan 9. 
Sedangkan tujuh (63,6%) responden lainnya yaitu responden 1, 2, 3, 4, 7, 
10, dan 11 menetapkan uang gadai sesuai dengan harga jual lepas tanah.  
Jangka waktu perjanjian gadai di Kab. Sidrap dibagi menjadi dua 
yaitu perjanjian gadai yang lamanya tidak ditentukan dan perjanjian gadai 
yang lamanya ditentukan. Dalam pelaksanaan gadai tanah yang lamanya 
tidak ditentukan, penebusan baru dapat dilakukan setelah dilakukan 
panen minimal satu kali.143 Sedangkan dalam pelaksanaan gadai yang 
lamanya ditentukan, pemberi gadai baru dapat menebus tanahnya ketika 
waktu yang diperjanjikan sudah berakhir, akan tetapi jika pemberi gadai 
belum mampu menebus tanahnya saat jangka waktu telah berakhir, maka 
pelaksanaan gadai masih dapat dilanjutkan. 
Penetapan jangka waktu perjanjian gadai tanah ditetapkan dengan 
jumlah panen. Adapun jumlah panen dalam jangka waktu satu tahun di 
Kab. Sidrap yaitu sebanyak dua kali panen. Berikut adalah penetapan 
jangka waktu dalam perjanjian gadai tanah dari data responden: 
 
 
 
 
                                                          
143 Urip Santoso. Op. Cit., Hal. 132. 
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Tabel 4. 
Penetapan jangka waktu perjanjian gadai 
Daftar Responden Kelurahan/Desa Jangka Waktu 
Responden 1 Kel. Sidenreng 4 Panen (2 Tahun) 
Responden 2 Kel. Sidenreng 6 Panen (3 Tahun) 
Responden 3 Desa Teteaji 3 Panen (1,5 Tahun) 
Responden 4 Desa Teteaji 4 Panen (2 Tahun) 
Responden 5 Desa Teteaji Tidak ditentukan 
Responden 6 Kel. Lawawoi Tidak ditentukan 
Responden 7 Kel. Lawawoi 4 Panen (2 Tahun) 
Responden 8 Kel. Lawawoi  3 Panen (1,5 Tahun) 
Responden 9 Kel. Lawawoi  2 Panen (1 Tahun) 
Responden 10 Desa Sereang Tidak ditentukan 
Responden 11 Desa Sereang Tidak ditentukan 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2014 
Pada data di atas, hanya terdapat empat (36,4%) pelaksanaan gadai 
tanah yang waktunya tidak ditentukan. Sedangkan pelaksanaan gadai 
tanah yang waktunya ditentukan dilakukan oleh tujuh (63,6%) responden 
lainnya. Waktu yang ditetapkan responden dalam perjanjian gadai tanah 
yaitu sekitar 2 sampai 6 kali panen. 
b. Perjanjian bagi hasil atas tanah gadai 
Perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Thn. 1960 harus dibuat 
dalam bentuk tertulis dan didaftarkan di Lurah/Kepala Desa.144 Namun 
dalam pelaksanaan usaha bagi hasil yang dilakukan antara pemberi gadai 
dengan penerima gadai di Kab. Sidrap, perjanjian usaha bagi hasil tidak 
dibuat secara tertulis. Dalam perjanjian gadai yang dibuat juga tidak 
                                                          
144 Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian 
Bagi Hasil 
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menyebutkan perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam penggarapan 
tanah gadai. 
Dari sebelas jumlah responden, seluruh (100%) pelaksanaan usaha 
bagi hasil hanya diperjanjikan secara lisan bahwa pemberi gadai tetap 
mengerjakan tanahnya dengan ketentuan bahwa dilakukan usaha bagi 
hasil antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Oleh karena itu, 
pelaksanaan usaha bagi hasil yang dilakukan antara pemberi gadai 
dengan penerima gadai hanya berdasarkan pada perjanjian gadai tanah 
yang dibuat sebagai bukti dari hak gadai yang dimiliki penerima gadai. 
Jangka waktu perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Thn. 1960 
yaitu sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering sekurang-
kurangnya lima tahun, namun jika dikerjakan sendiri oleh pemilik tanahnya 
maka dapat kurang dari jangka waktu yang ditetapkan tersebut.145 
Ketentuan tersebut tentunya berlaku pada pelaksanaan usaha bagi hasil 
yang dilakukan antara penerima gadai dengan pemberi gadai, di mana 
kedudukan pemberi gadai sebagai pemilik tanah tetap mengerjakan 
tanahnya sebagai penggarap. Jangka waktu perjanjian bagi hasil 
ditentukan berdasarkan jangka waktu perjanjian gadai. Hal ini disebabkan 
hak atas tanah yang dimiliki oleh penerima gadai hanya sebatas hak 
gadai. Oleh karena itu, perjanjian bagi hasil dapat berakhir jika 
pelaksanaan gadai tanah juga telah berakhir. 
 
                                                          
145 Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 
Perjanjian Bagi Hasil 
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2. Pelaksanaan bagi hasil atas tanah gadai 
Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai di Kab. Sidrap 
mengikuti kebiasaan usaha bagi hasil yang umum dilakukan oleh 
masyarakat Kab. Sidrap. Secara umum, hasil panen dari pelaksanaan 
usaha bagi hasil dibagi dua antara penerima gadai dengan pemberi gadai. 
Biaya penggarapan seperti pupuk, racun hama, dan panen akan 
ditanggung oleh kedua pihak. Jadi hasil panen baru dibagi dua setelah 
dikurangi biaya tersebut. Untuk biaya tanam dan racun gulma ditanggung 
oleh penggarap atau pemberi gadai. 
Biaya pupuk, racun hama, dan biaya panen digolongkan sebagai 
biaya pengelolaan sehingga ditanggung berdua, sedangkan biaya tanam 
dan racun rumput digolongkan sebagai biaya penggarapan dan sudah 
menjadi tugas penggarap sehingga ditanggung oleh pemberi gadai. 
Berikut adalah pelaksanaan usaha bagi hasil yang dilakukan oleh 
responden 2 di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng: 
Diketahui: Luas tanah  = 1.000 are 
  Hasil panen  = 7 ton (7.000 Kg) 
  Harga gabah  =  Rp. 3.700/Kg 
  Hasil Panen (Rp)  = 7.000 Kg x Rp. 3.700 
= Rp. 25.900.000 
  Biaya tanam  = Rp. 1.000.000 
  Biaya racun gulma = Rp. 400.000 
  Biaya racun hama = Rp. 400.000  
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Biaya pupuk  = Rp. 1.000.000 
  Biaya panen  = Rp. 3.000.000 
Biaya yang ditanggung berdua  = Racun hama + Pupuk + Panen 
     = 400.000 + 1.000.000 + 3.000.000 
     = Rp. 4.400.000 (17% dari hasil panen) 
Biaya yang ditanggung penggarap   = Tanam + Racun gulma 
         = 1.000.000 + 400.000 
         = Rp. 1.400.000 
Bagi Hasil  = (Hasil panen – Biaya yang ditanggung berdua) : 2 
  = (25.900.000 - 4.400.000) : 2 
  = 21.500.000 : 2 
  = Rp. 10.750.000 
Penerima Gadai  = Rp. 10.750.000 
Pemberi Gadai = Rp. 10.750.000 - Biaya yang ditanggung penggarap  
 = 10.750.000 – 1.400.000 
 = Rp. 9.350.000 
Jadi hasil yang didapatkan penerima gadai dalam satu kali panen yaitu 
Rp. 10.750.000, sedangkan hasil yang didapatkan pemberi gadai dalam 
satu kali panen yaitu Rp. 9.350.000. 
Tidak semua pelaksanaan usaha bagi hasil antara penerima gadai 
dengan pemberi gadai membagihasilkan penjualan hasil panen. Data dari 
responden juga mendapatkan bahwa terdapat pelaksanaan bagi hasil 
yang langsung memberikan gabah atau beras kepada penerima gadai. 
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Terdapat dua responden yang melakukan bagi hasil tersebut yaitu 
responden 6 dan 11. 
Pada responden 6, terdapat dua orang penerima gadai dalam satu 
perjanjian gadai. Dalam pembayaran uang gadainya, kedua penerima 
gadai patungan untuk membayar uang gadai, sehingga dalam pembagian 
hasil panen pemberi gadai tetap mendapatkan setengah dari hasil panen, 
sedangkan masing-masing penerima gadai hanya menerima seperempat 
dari hasil panen dalam bentuk gabah.146 Pada responden 11, pembagian 
hasil panen telah ditentukan dalam perjanjian bagi hasilnya yaitu 
sebanyak 3 karung (300 Kg) gabah setiap panen.147 
3. Berakhirnya usaha bagi hasil atas tanah gadai 
Usaha bagi hasil atas tanah gadai yang dilakukan penerima gadai 
dengan pemberi gadai akan terus berlangsung selama penerima gadai 
mempunyai hak atas tanah. Hak atas tanah yang dimiliki penerima gadai 
adalah hak gadai, sehingga pelaksanaan usaha bagi hasil dapat 
berlangsung selama penerima gadai masih mempunyai hak gadai. 
Berakhirnya hak gadai menurut pelaksanaannya di Kab. Sidrap, 
hanya dapat berakhir ketika pemberi gadai sudah menebus tanahnya. 
Berakhirnya hak gadai setelah tujuh tahun menurut Pasal 7 ayat (2) UU 
No. 56 Prp. Thn. 1960 jarang dilaksanakan di Kab. Sidrap. Hasil 
wawancara dengan keempat Lurah/Kepala Desa di Kab. Sidrap 
                                                          
146 Hasil wawancara dengan salah satu responden pemberi gadai di Kel. Lawawoi, 
Kec. Watang Pulu pada tanggal 28 Maret 2014. 
147 Hasil wawancara dengan salah satu responden pemberi gadai di Desa Sereang, 
Kec. Maritengngae pada tanggal 1 Mei 2014. 
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mendapatkan hasil bahwa berakhirnya hak gadai yang banyak dilakukan 
di Kab. Sidrap yaitu karena telah dilakukan penebusan. 
Penebusan tanah gadai baru dapat dilakukan setelah berakhirnya 
jangka waktu yang diperjanjikan. Penebusan tanah gadai hanya dapat 
dilakukan antara waktu setelah panen dengan sebelum dilakukannya 
penanaman. Untuk perjanjian gadai yang tidak mempunyai jangka waktu, 
maka penebusan baru dapat dilakukan minimal setelah dilakukan satu kali 
panen. 
Penebusan tanah gadai diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 
Prp. Thn. 1960 yang mengatur bahwa: 
Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum 
berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk 
memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai 
dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung 
menurut rumus: 
 
dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah 
berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan 
tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan 
setelah tanaman yang ada selesai dipanen. 
Wawancara yang dilakukan dengan Lurah dan Kepala Desa di Kab. 
Sidrap mendapatkan hasil bahwa penebusan sesuai dengan Pasal 7 ayat 
(2) UU 56 Prp. Thn. 1960 belum pernah dilakukan. Semua responden juga 
tidak ada yang mengetahui ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 
Prp Thn. 1960. 
 Terdapat dua jenis penentuan harga tebus tanah gadai di Kab. 
Sidrap yaitu penentuan harga tebus gadai dengan uang dan penentuan 
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harga tebus gadai dengan gabah. Jika penentuan harga tebus gadai 
dengan uang, maka jumlah uang yang dibayar pemberi gadai untuk 
menebus tanahnya tetap sama dengan jumlah uang gadai yang 
diperjanjikan. Sedangkan jika penentuan harga tebus gadai dengan 
gabah, maka jumlah uang yang dibayar penerima gadai untuk menebus 
tanahnya akan disesuaikan harga gabah saat dilakukan penebusan. 
Pelaksanaan perjanjian gadai dengan penentuan harga tebus gadai 
dengan gabah sudah jarang dilakukan. Dari sebelas responden, perjanjian 
gadai yang uang gadainya berbentuk gabah hanya dilakukan oleh 
responden 10. Menurut keterangan dari responden 10, penetapan uang 
gadai sebesar 55 ton dilakukan ketika harga gabah Rp. 1.000/Kg. Ketika 
diuangkan, maka penerima gadai membayar uang gadai saat itu sebesar  
Rp. 55.000.000. Jika pemberi gadai ingin menebus tanah gadai ketika 
harga gabah sudah mencapai Rp. 3.700/Kg, maka pemberi gadai harus 
menebus tanahnya sebesar Rp. 203.500.000.148 
 Dengan dilakukannya penebusan oleh pemberi gadai, maka 
pelaksanaan usaha bagi hasil sudah tidak dilakukan lagi. Hal ini 
disebabkan penerima gadai sudah tidak mempunyai hak gadai atas tanah 
tersebut, yang mengakibatkan penerima gadai sudah tidak mempunyai 
hak untuk melakukan usaha bagi hasil. Kedudukan pemilik tanah yang 
dulunya sebagai pemberi gadai sudah tidak mempunyai kewajiban seperti 
                                                          
148 Hasil wawancara dengan salah satu responden penerima gadai di Kel. Lawawoi, 
Kec. Watang Pulu pada tanggal 28 Maret 2014. 
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penggarap dalam perjanjian bagi hasil, sehingga pemilik tanah sudah 
berhak secara penuh atas hasil garapannya. 
B. Kedudukan Perjanjian Bagi Hasil yang Dilakukan antara Penerima 
Gadai dengan Pemberi Gadai Atas Tanah Gadai yang Lebih dari 
Tujuh Tahun 
Hak gadai merupakan hak yang bersifat sementara dan akan 
dihapuskan dalam waktu yang singkat.149 Hak-hak tersebut dalam Pasal 
53 ayat (1) UUPA diberikan hak sementara karena bertentangan dengan 
Pasal 7 dan Pasal 10 UUPA.150 Pasal 7 UUPA melarang adanya 
penguasaan tanah secara berlebihan dan Pasal 10 UUPA mewajibkan 
pemilik hak atas tanah untuk mengerjakan sendiri tanahnya dengan 
mencegah sifat pemerasan. 
Salah satu upaya pemerintah untuk menghapuskan hak-hak 
sementara yaitu dengan membentuk UU No. 56 Prp Thn. 1960 tentang 
Penetapan Luas Tanah Pertanian. Ketentuan tentang gadai tanah diatur 
dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 56 Prp Thn. 1960. Dalam ayat (1) 
diatur bahwa: 
Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada 
mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih 
wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu 
sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada 
hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. 
Berbeda dengan pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Thn. 1960 
tentang penebusan gadai tanah yang belum diketahui oleh masyarakat 
                                                          
149 Lihat Pasal 53 ayat (1) UUPA 
150 Lihat Penjelasan Pasal 16 UUPA. 
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pada umumnya, pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn. 1960 
tentang pelepasan hak gadai setelah tujuh tahun ini sudah diketahui oleh 
beberapa masyarakat di Kab. Sidrap. 
Berikut adalah data dari responden yang mengetahui ketentuan 
Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn. 1960: 
Tabel 5. 
Pengetahuan responden tentang Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn. 
1960 
Daftar 
Responden 
Kelurahan/Desa 
Mengetahui Pasal 7 ayat (1) UU 
No. 56 Prp Thn. 1960 
Pemberi Gadai Penerima Gadai 
Responden 1 Kel. Sidenreng Ya Ya 
Responden 2 Kel. Sidenreng Ya Ya 
Responden 3 Desa Teteaji Tidak Tidak 
Responden 4 Desa Teteaji Tidak - 
Responden 5 Desa Teteaji Tidak Ya 
Responden 6 Kel. Lawawoi Tidak Tidak 
Responden 7 Kel. Lawawoi Tidak Tidak 
Responden 8 Kel. Lawawoi  Tidak Tidak 
Responden 9 Kel. Lawawoi  Ya - 
Responden 10 Desa Sereang Tidak Tidak 
Responden 11 Desa Sereang Tidak Tidak 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2014 
Dari data di atas, terdapat tiga (27%) pemberi gadai dan tiga (27%) 
penerima gadai yang mengetahui ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 
Prp Thn. 1960. Pengetahuan masyarakat tentang ketentuan Pasal 7 ayat 
(1) UU No. 56 Prp Thn. 1960 merupakan salah satu penyebab tidak 
melakukan perjanjian gadai tanah dalam jangka waktu lebih dari tujuh 
tahun. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di Kelurahan/Desa, 
secara umum perjanjian gadai tanah dibuat selama 2 sampai 6 kali panen.  
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Dalam pelaksanaannya, penebusan tanah gadai terkadang 
melebihi jangka waktu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan pada 
pelaksanaan gadai tanah, penerima gadai tidak dapat menuntut pemberi 
gadai untuk menebus tanahnya jika telah mencapai jangka waktunya. 
Penerima gadai harus menunggu sampai pemberi gadai mampu untuk 
menebus tanahnya, sehingga pelaksanaan gadainya memungkinkan 
untuk lebih dari tujuh tahun. 
Berikut adalah lama dari pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah 
gadai yang penulis dapatkan dari responden: 
Tabel 6. 
Lama berlangsungnya pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai 
Daftar 
Responden 
Kelurahan/Desa 
Jangka 
Waktu 
Perjanjian 
Lama Gadai 
Responden 1 Kel. Sidenreng 2 Tahun 2 Tahun 
Responden 2 Kel. Sidenreng 3 Tahun 8 Tahun 
Responden 3 Desa Teteaji 1,5 Tahun 1,5 Tahun 
Responden 4 Desa Teteaji 2 Tahun 2 Tahun 
Responden 5 Desa Teteaji Tidak 
ditentukan 
1 Tahun - sekarang 
Responden 6 Kel. Lawawoi  Tidak 
ditentukan 
3 Tahun - sekarang 
Responden 7 Kel. Lawawoi 2 Tahun 2 Tahun - sekarang 
Responden 8 Kel. Lawawoi 1,5 Tahun 1 Tahun - sekarang 
Responden 9 Kel. Lawawoi  1 Tahun 3 Tahun - sekarang 
Responden 10 Desa Sereang Tidak 
ditentukan 
10 Tahun - sekarang 
Responden 11 Desa Sereang Tidak 
ditentukan 
12 Tahun - sekarang 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2014 
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Dari tujuh responden yang menetapkan jangka waktu perjanjian gadai, 
terdapat tiga (42,9%) responden yang melebihi dari jangka waktu yang 
diperjanjikan. 
Terdapat tiga (27,3%) pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah 
gadai yang pelaksanaan gadainya lebih dari tujuh tahun, yaitu responden 
2, 10, dan 11. Responden 2 merupakan pelaksanaan gadai tanah yang 
menetapkan harga gadai sebesar 50% dari harga jual lepas tanah yaitu 
sebesar Rp. 105.000.000, dengan tanah seluas 1.000 are. Pelaksanaan 
gadai ini berlangsung selama delapan tahun. 
Pelaksanaan gadai ini berlangsung dari tahun 2005 sampai tahun 
2013. Adapun perkembangan harga gabah selama pelaksanaan gadainya 
berlangsung yaitu pada tahun 2005 harga gabah Rp. 1.400/Kg,151 pada 
tahun 2006 harga gabah Rp. 2.000/Kg, pada tahun 2007 harga gabah Rp. 
2.100/Kg,152 pada tahun 2008 harga gabah Rp. 2.000/Kg, pada tahun 
2009 harga gabah Rp. 2.400/Kg, pada tahun 2010 harga gabah Rp. 
2.500/Kg, pada tahun 2011 harga gabah Rp. 3.000/Kg, pada tahun 2012 
harga gabah Rp. 3.400/Kg,153 dan pada tahun 2013 harga gabah 
Rp.3.700/Kg.154   
                                                          
151 Berita Resmi Statistik 2004-2005. Perkembangan Harga Produsen Gabah. www. 
bps.go.id/brs_file/ntp2-01feb05.pdf, diakses pada 2 Juni 2014 pukul 6.12.  
152 Berita Resmi Statistik 2006-2007. Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga 
Produsen Gabah dan Upah Buruh. www.bps.go.id/brs_file/ntp-01mei07.pdf, diakses pada 
2 Juni 2014 pukul 6.17. 
153 Badan Pusat Statistik 2008-2012. Rata-rata Harga Gabah (Rp/Kg) menurut 
Provinsi dan Kualitas. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_ 
subyek=36&notab=4, diakses pada 2 Juni 2014 pukul 6.23. 
154 Hasil wawancara dengan salah satu responden pemberi gadai di Kel. Sidenreng, 
Kec. Watang Sidenreng pada tanggal 24 Maret 2014. 
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Pada responden 2, penerima gadai dan pemberi gadai mengetahui 
adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn. 1960 namun tidak 
diikuti. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Thn. 1960 tidak 
dilaksanakan karena mahalnya uang gadai yang lebih dari 50% harga 
tanah.155 Jika responden mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 
Prp Thn. 1960, maka penerima gadai harus melepas hak gadainya ketika 
sudah berlangsung selama tujuh tahun, yaitu pada tahun 2012. Jika 
dihitung hasil yang didapatkan penerima gadai selama tujuh tahun yaitu: 
Diketahui: Uang gadai = Rp. 105.000.000 
 Harga Gabah156 = Rp. 2.350/Kg 
 Hasil Panen = Rp. 7 ton (7.000 Kg) 
 Hasil Panen (Rp.) = Harga gabah x Hasil Panen 
 = 7.000 Kg x Rp. 2.350  
 = Rp. 16.450.000   
 Biaya yang ditanggung berdua157 = 17% dari Hasil Panen 
  = Rp. 2.796.500 
 Jumlah Panen/Tahun = 2 Panen 
Pendapatan penerima gadai dalam sekali panen: 
= (Hasil Panen – Biaya yang ditanggung berdua) : 2  
= (16.450.000 - 2.796.500) : 2 
= 13.653.500 : 2 
                                                          
155 Hasil wawancara dengan salah satu responden penerima gadai di Kel. Sidenreng, 
Kec. Watang Sidenreng pada tanggal 24 Maret 2014. 
156 Harga gabah yang digunakan merupakan rata-rata dari harga gabah dalam tujuh 
tahun yaitu pada tahun 2005-2012. 
157 Berdasarkan hitungan sebelumnya. 
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= Rp. 6.826.750 
Pendapatan penerima gadai selama tujuh tahun: 
= (Pendapatan Penerima gadai/Panen x Jumlah panen/Tahun) x 7 
Tahun 
= (6.826.750 x 2) x 7 
= 15.687.000 x 7 
= Rp. 95.574.500 
Jadi hasil panen yang didapatkan oleh penerima gadai selama tujuh tahun 
yaitu Rp. 95.574.500. Jika dibandingkan dengan uang gadainya yang 
sebesar Rp. 105.000.000, maka hasil yang didapatkan penerima gadai 
dalam tujuh tahun belum mencukupi uang gadainya. Penjelasan Umum 
No. 9b UU No. 56 Prp. Thn. 1960 mengatur bahwa: 
Menurut perhitungan maka uang gadai rata-rata sudah diterima 
kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanahnya dalam waktu 5 
sampai 10 tahun, dengan ditambah bunga yang layak (10%). 
Berhubung dengan itu maka ditetapkan bahwa tanah-tanah yang 
sudah digadai selama 7 tahun (angka tengah-tengah di antara 5 dan 
10 tahun) atau lebih harus dikembalikan kepada yang empunya, tanpa 
kewajiban untuk membayar uang tebusan. 
Dari penjelasan di atas, maka seharusnya penerima gadai sudah 
mendapatkan bunga sekurang-kurangnya 10%. 10% dari Rp. 105.000.000 
(uang gadai) adalah Rp. 10.500.000. Jadi seharusnya dalam tujuh tahun, 
penerima gadai telah mendapatkan uang gadainya kembali ditambah 
bunga yang layak sekurang-kurangnya 10% yang jika dijumlahkan 
sebesar Rp. 115.500.000. Namun jika dihitung-hitung hasil yang 
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didapatkan penerima gadai dalam tujuh tahun bahkan belum mencukupi 
uang gadainya.  
Lama pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai yang 
dilakukan responden 2 yang berlangsung delapan tahun membuat 
penerima gadai mendapatkan keuntungan tambahan dua kali panen. 
Berdasarkan hitungan sebelumnya di mana harga gabah pada tahun 2013 
sebesar Rp. 3.700/Kg, penerima gadai mendapatkan keuntungan Rp. 
10.750.000 dalam satu kali panen, dan sebesar Rp. 21.500.000 jika 
dihitung dalam satu tahun.158 Jika dijumlahkan dengan keuntungan 
penerima gadai dalam tujuh tahun, maka hasil yang didapatkan penerima 
gadai selama 8 tahun yaitu sebesar Rp. 117.074.500. Oleh karena itu, 
hasil yang didapatkan penerima gadai dalam pelaksanaan usaha bagi 
hasil atas tanah gadai pada responden 2 baru dapat melebihi 10% jika 
sudah dijalangkan selama 8 tahun. 
Pada pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai yang 
dilakukan responden 2 selama delapan tahun, penerima dan pemberi 
gadai pernah membuat ulang perjanjian gadai tanahnya ketika sudah 
berlangsung lima tahun. Pembaruan perjanjian gadai seperti ini sering 
dilakukan oleh pemberi gadai dengan penerima gadai atas gadai tanah 
yang berlangsung lama.159 Dalam perjanjian ulang gadai, tidak lagi 
dilakukan pemberian uang gadai seperti yang dilakukan dalam 
                                                          
158 Keuntungan penerima gadai dalam satu tahun diperoleh dari keuntungan 
penerima gadai dalam satu kali panen yang dikalikan dengan jumlah panen dalam satu 
tahun. 
159 Hasil wawancara dengan Lurah Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng pada tanggal 
24 Maret 2014. 
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pendalaman gadai. Perjanjian ulang mirip dengan perjanjian awal gadai, 
namun tanggal yang digunakan adalah tanggal dibuatnya perjanjian gadai 
yang baru. 
Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai yang lebih dari 
tujuh tahun juga dilaksanakan oleh responden 10. Berbeda dengan 
responden 2, responden 10 tidak mengetahui ketentuan Pasal 7 ayat (1) 
UU No. 56 Prp Thn. 1960. Responden 10 sudah melaksanakan usaha 
bagi hasil atas tanah gadai selama sepuluh tahun. Perjanjian gadai yang 
dilakukan responden 10 mengikuti harga gabah sebesar 55 ton dengan 
luas tanah 150 are. Jika hasil bersih setiap panen sebesar 9 ton (setelah 
dikurangi biaya pupuk, racun, dan panen),160 maka hasil yang didapatkan 
penerima gadai setiap panennya adalah 4,5 ton (penerima gadai 
menerima uang dari penjualan 4,5 ton gabah).161 Selama tujuh tahun hasil 
yang didapatkan penerima gadai sebesar 63 ton dan hasil yang 
didapatkan selama sepuluh tahun mencapai 90 ton. 
Hasil penerima gadai dalam tujuh tahun yaitu 63 ton jika dikurangi 
dengan uang gadainya yaitu 55 ton, maka penerima gadai memperoleh 
keuntungan yaitu 8 ton. Keuntungan yang didapat dalam jangka waktu 
tujuh tahun mencapai 8 ton, sedangkan 10% dari uang gadai (55 ton) 
adalah sebesar 5,5 ton. Keuntungan penerima gadai dalam pelaksanaan 
usaha bagi hasil atas tanah gadai yang dilakukan responden 10 sudah 
melebihi 10% dari uang gadai. Berdasarkan hasil tersebut maka sejak 
                                                          
160 Hasil wawancara dengan salah satu responden pemberi gadai di Desa Sereang, 
Kec. Maritengngae pada tanggal 31 Maret 2014. 
161 Ibid. 
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berlangsungnya gadai tanah selama tujuh tahun, hasil yang didapatkan 
penerima gadai sudah jauh melebihi uang gadainya. 
Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai yang sudah 
berlangsung selama sepuluh tahun sudah sangat menguntungkan 
penerima gadai. Jika penerima gadai terus mendapatkan hasil 4,5 ton 
setiap panen, maka dalam sepuluh tahun penerima gadai telah 
mendapatkan hasil sebanyak 90 ton. Jika dikurangi dengan uang gadai 
yaitu 55 ton, maka keuntungan yang diperoleh penerima gadai selama 
sepuluh tahun yaitu 35 ton. 
Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai lainnya yang lebih 
dari tujuh tahun adalah responden 11. Perjanjian gadai dalam 
pelaksanaan usaha bagi hasil dilakukan secara lisan. Adapun yang 
menjadi penerima gadai adalah keluarga dekat pemberi gadai. Dalam 
penentuan uang gadai, pemberi gadai meminta uang gadai sebesar Rp. 
15.000.000 dengan luas tanah gadai 30 are. 
Pelaksanaan gadai ini sudah berlangsung selama dua belas tahun 
yaitu pada tahun 2002 dan belum ditebus sampai sekarang (2014). 
Adapun perkembangan harga gabah selama pelaksanaan gadainya 
berlangsung yaitu pada tahun 2002 harga gabah Rp. 1.300/Kg, pada 
tahun 2003 harga gabah Rp. 1.250/Kg,162 pada tahun 2004 harga gabah 
Rp. 1.200/Kg, pada tahun 2005 harga gabah Rp. 1.400/Kg,163 pada tahun 
2006 harga gabah Rp. 2.000/Kg, pada tahun 2007 harga gabah Rp. 
                                                          
162 Berita Resmi Statistik. Perkembangan Harga Produsen Gabah 2002-2003. 
www.bp s.go.id/brs_file/gabah-02jan03.pdf, diakses pada 3 Juni 2014 pukul 8.30. 
163 Berita Resmi Statistik 2004-2005. Op. Cit.  
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2.100/Kg,164 pada tahun 2008 harga gabah Rp. 2.000/Kg, pada tahun 
2009 harga gabah Rp. 2.400/Kg, pada tahun  2010 harga gabah Rp. 
2.500/Kg, pada tahun 2011 harga gabah Rp. 3.000/Kg, pada tahun 2012 
harga gabah Rp. 3.400/Kg,165 pada tahun 2013 harga gabah Rp.3.700/Kg, 
dan pada tahun 2014 harga gabah Rp.3.700/Kg.166 
Bentuk pembagian hasil panen kepada penerima gadai diberikan 
dalam bentuk gabah. Setiap panen, penggarap mendapatkan hasil 
sebesar 2,1 ton. Namun dalam perjanjian usaha bagi hasil yang dilakukan 
secara lisan, hasil panen yang didapatkan oleh penerima gadai hanya 
sebesar 3 karung (300 Kg) gabah setiap panen.167 Adapun hasil yang 
didapatkan penerima gadai dalam waktu tujuh tahun yaitu sebagai berikut: 
Diketahui: Uang gadai = Rp. 15.000.000 
 Harga gabah168 = Rp. 1.700/Kg 
 Pendapatan penerima gadai = 300 Kg/Panen 
 Pendapatan penerima gadai (Rp) = 300 Kg x Rp. 1.700 
  = Rp. 510.000 
 Jumlah Panen/Tahun = 2 Panen 
Pendapatan penerima gadai selama tujuh tahun : 
= (Pendapatan Penerima gadai/Panen x Jumlah panen/Tahun) x 7 Tahun 
= (510.000 x 2) x 7 
                                                          
164 Berita Resmi Statistik 2006-2007. Op. Cit. 
165 Badan Pusat Statistik 2008-2012. Op. Cit. 
166 Hasil wawancara dengan salah satu responden pemberi gadai di Desa Sereang, 
Kec. Maritengngae pada tanggal 1 April 2014. 
167 Ibid. 
168 Harga gabah yang digunakan merupakan rata-rata dari harga gabah dalam tujuh 
tahun yaitu pada tahun 2002-2009. 
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= 1.020.000 x 7 
= Rp. 7.140.000 
Jadi hasil panen selama tujuh tahun yang didapatkan oleh penerima gadai 
yaitu Rp. 7.140.000. Dari hitungan di atas, maka pendapatan penerima 
gadai belum mencukupi uang gadainya. Berdasarkan Penjelasan Umum 
No. 9b UU No. 56 Prp. Thn. 1960, maka penerima gadai selama tujuh 
tahun seharusnya telah mendapatkan kembali uang gadainya (Rp. 
15.000.000) ditambah dengan bunga sekurang-kurangnya 10% 
(1.500.000), sehingga hasil keseluruhan yang seharusnya didapatkan 
penerima gadai sebesar Rp. 16.500.000.  
 Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai pada responden 11 
sudah berlangsung selama dua belas tahun. Jika dijumlahkan dalam dua 
belas tahun, penerima gadai sudah mendapatkan 72 karung (7200 Kg) 
gabah dan jika diuangkan maka penerima gadai mendapatkan uang 
sebesar Rp. 16.560.000 (harga gabah169 Rp. 2.300). Hasil yang 
didapatkan penerima gadai baru dapat melebihi bunga yang layak (10%). 
Oleh karena itu, penerima gadai pada responden 11 baru mendapatkan 
keuntungan yang layak setelah pelaksanaan gadainya berlangsung 
selama dua belas tahun.  
Pemberi gadai dan penerima gadai pada responden 11 juga tidak 
mengetahui adanya pelepasan hak gadai setelah tujuh tahun yang 
terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn. 1960. Pelaksanaan 
                                                          
169 Harga gabah yang digunakan merupakan rata-rata dari harga gabah dalam dua 
belas tahun yaitu pada tahun 2002-2014. 
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gadai tanah pada responden 11 yang berdasarkan pada kekeluargaan 
sehingga tidak mempermasalahkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 
Prp Thn. 1960 dan menyebabkan pelaksanaan usaha bagi hasil atas 
tanah gadai tetap berlangsung.170 
Pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn. 1960 jarang 
dilaksanakan di Kab. Sidrap. Berdasarkan data dari responden, maka 
faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut 
adalah: 
1. Pemberi gadai dan penerima gadai tidak mengetahui ketentuan Pasal 
7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn. 1960; 
2. Pelaksanaan gadai yang bersifat kekeluargaan dan tolong menolong; 
3. Harga gadai tanah yang cukup tinggi dan mencapai 50% dari harga 
jual lepas tanah; 
4. Hasil yang didapatkan penerima gadai dengan usaha bagi hasil 
setengah dari pendapatan penerima gadai yang mengerjakan sendiri 
tanahnya, sehingga memungkinkan penerima gadai tidak 
mendapatkan bunga yang layak.171  
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn. 1960 ditetapkan 
berdasar pada Pasal 53 ayat (1) UUPA yang menetapkan hak gadai 
sebagai hak yang bersifat sementara. Hak-hak sementara dalam UUPA 
dianggap mempunyai unsur pemerasan. Pemerasan dalam pelaksanaan 
                                                          
170 Hasil wawancara dengan salah satu responden pemberi gadai di Desa Sereang, 
Kec. Maritengngae pada tanggal 1 April 2014. 
171 Lihat Penjelasan Umum Nomor 9b Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 
tentang Penetapan Luas Tanah Pertenian. 
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gadai tanah menurut Urip Santoso adalah karena selama pemberi gadai 
tidak dapat menebus tanahnya, tanahnya tatap dikuasai oleh penerima 
gadai172 dan menurut Boedi Harsono adalah karena penerima gadai telah 
mendapatkan hasil yang jauh dari bunga yang layak.173 Namun dalam 
pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan usaha bagi hasil antara 
penerima gadai dengan pemberi gadai, tanah tetap dikerjakan oleh 
pemberi gadai sehingga pemberi gadai sebagai petani tidak kehilangan 
pekerjaannya. Terlebih lagi hasil yang didapatkan penerima gadai yang 
melakukan bagi hasil berbeda jauh dengan penerima gadai yang 
mengerjakan sendiri tanah gadai. Penerima gadai yang melakukan usaha 
bagi hasil hanya mendapatkan setengah dari hasil panen sehingga 
memungkinkan tidak mendapatkan bunga yang layak dalam tujuh tahun 
seperti pada data di atas. 
Berikut adalah waktu yang diperlukan penerima gadai untuk 
mendapatkan bunga yang layak berdasarkan data dari ketiga responden:  
Tabel 7. 
Bunga layak (10%) dari pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah 
gadai 
Responden 
Bunga Layak 
(10%) 
Bunga 
dalam 7 
Tahun 
Waktu yang dibutuhkan 
untuk mendapatkan 
Bunga Layak (10%) 
2 Rp. 10.500.000 - 8 Tahun 
10  5,5 ton  8 ton 7 Tahun 
11 Rp. 1.500.000 - 12 Tahun 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2014 
                                                          
172 Urip Santoso. Op. Cit., Hal. 134. 
173 Boedi Harsono. Op. Cit., Hlm. 377-378. 
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Data di atas menunjukkan bahwa tidak semua pelaksanaan gadai tanah 
yang selanjutnya dilakukan usaha bagi hasil dalam waktu tujuh tahun 
mendapatkan bunga yang layak seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan 
Umum No. 9b UU No. 56 Prp. Thn. 1960. 
Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn. 1960, 
kedudukan penerima gadai ketika pelaksanaan gadainya sudah mencapai 
tujuh tahun sudah tidak mempunyai hak gadai. Dengan tidak adanya hak 
gadai yang dimiliki penerima gadai, maka penerima gadai tidak memiliki 
hak untuk melakukan usaha bagi hasil. Namun pelaksanaan gadai tanah 
di Kab. Sidrap terkadang tidak dipermasalahkan ketentuan tersebut, 
sehingga pemberi gadai tetap menebus tanahnya walaupun lebih dari 
tujuh tahun seperti pada responden 2. Sedangkan responden 10 dan 11 
yang tidak mengetahui adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp 
Thn. 1960 tetap melanjutkan usaha bagi hasil yang dilakukan atas tanah 
gadai. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai yang dilakukan 
penerima gadai dengan pemberi gadai merupakan dua bentuk 
transaksi yang berbeda yang dilakukan atas tanah pertanian. 
Transaksi awal yang dilakukan adalah gadai tanah yang memberikan 
penerima gadai hak untuk mengerjakan tanah tersebut termasuk 
melakukan usaha bagi hasil. Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah 
gadai yang dilakukan sama dengan pelaksanaan usaha bagi hasil 
pada umumnya, yaitu biaya pupuk, racun hama, dan panen 
ditanggung oleh kedua pihak, sedangkan sisanya ditanggung oleh 
pemberi gadai. Usaha bagi hasil berakhir jika pemberi gadai telah 
menebus tanah gadai. Dengan ditebusnya tanah gadai, maka hak 
penerima gadai atas tanah tersebut sudah tidak ada termasuk 
melakukan usaha bagi hasil. 
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn. 1960 yang 
mewajibkan penerima gadai mengembalikan tanah gadai kepada 
pemberi gadai di Kab. Sidrap jarang dilaksanakan. Selain karena 
kurangnya masyarakat yang mengetahui ketentuan tersebut, juga 
disebabkan harga tanah gadai yang tinggi dan pelaksanaan gadai 
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tanah yang bersifat kekeluargaan dan tolong menolong. Pelaksanaan 
usaha bagi hasil atas tanah gadai juga memungkinkan penerima gadai 
dalam tujuh tahun tidak mendapatkan bunga yang layak. Oleh karena 
itu, ketentuan tersebut hampir tidak pernah dipermasalahkan dalam 
pelaksanaan gadai tanah, sehingga usaha bagi hasil tetap 
dilaksanakan dan memungkinkan berlangsung lebih dari tujuh tahun.  
B. Saran 
Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Perjanjian gadai tanah dan usaha bagi hasil harus dibuat secara 
tertulis dan didaftarkan di Lurah/Kepala Desa sesuai dengan sifat 
transaksi tanah dalam hukum adat yang bersifat terang dan tunai. 
2. Hendaknya pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih khusus 
mengatur tentang pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan usaha bagi 
hasil, sehingga tidak menjadi masalah ketika pemberi gadai menuntut 
tanahnya kembali tanpa uang tebusan seperti dalam Pasal 7 ayat (1) 
UU No. 56 Prp Thn. 1960 padahal penerima gadai belum 
mendapatkan bunga yang layak. 
75 
 
DAFTAR PUSTAKA 
A. Buku 
Adrian Sutedi. 2010. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. 
Jakarta: Sinar Grafika.  
Boedi Harsono. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 
Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Djambatan. 
Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-
Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.  
Djamanat Samosir. 2013. Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam 
Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia. Bandung: Nuansa 
Aulia. 
Hilman Hadikusuma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. 
Bandung: Mandar Maju. 
Iman Sudiyat. 2007. Hukum Adat, Sketsa Asas. Yokyakarta: Liberty. 
Liliek Istiqomah. 1982. Hak Gadai Atas Tanah: Sesudah Berlakunya 
Hukum Agraria Nasional. Surabaya: Usaha Nasional.   
Muchsin, dkk. 2010. Hukum Agraria Indonesia, Dalam Perspektif Sejarah. 
Bandung: Refika Aditama. 
Soerjono Soekanto. 2010. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 
Soerojo Wignjodipoero. 1995. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. 
Jakarta: PT Joko Gunung Agung. 
Supriadi. 2012. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika. 
Urip Santoso. 2010. Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Jakarta: 
Kencana. 
Van Dijk. 2006. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Terjemahan: A. 
Soehardi. Bandung: Mandar Maju. 
 
 
 
76 
 
B. Sumber Lain 
Badan Pusat Statistik 2008-2012. Rata-rata Harga Gabah (Rp/Kg) 
menurut Provinsi dan Kualitas. 
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php? 
tabel=1&daftar=1&id_subyek=36&notab=4, diakses pada 2 Juni 
2014 pukul 6.23. 
Berita Resmi Statistik. Perkembangan Harga Produsen Gabah 2002-2003. 
www.bps.go.id/brs_file/gabah-02jan03.pdf, diakses pada 3 Juni 
2014 pukul 8.30. 
Berita Resmi Statistik 2004-2005. Perkembangan Harga Produsen Gabah. 
www. bps.go.id/brs_file/ntp2-01feb05.pdf, diakses pada 2 Juni 2014 
pukul 6.12.  
Berita Resmi Statistik 2006-2007. Perkembangan Nilai Tukar Petani, 
Harga Produsen Gabah dan Upah Buruh. 
www.bps.go.id/brs_file/ntp-01mei07.pdf, diakses pada 2 Juni 2014 
pukul 6.17. 
Sri Harjanti dan Mifta Khusniah. Statistik Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang 2013. http://sidrapkab.bps.go.id/index.php?hal=publikasi_ 
detil&id=3, diakses pada 3 Mei 2014 pukul 6.35. 
 
77 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
 
 
